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RINGKASAN

FENOMENA KESALAHAN BERPIKIR DALAM WACANA SOSIAL POLITIK
NASIONAL: Studi Atas Permyataan-Pemyataan Tokoh dan Pengamat Sosial-Politik di
Media Massa Pasca Orde Baru (Listiyono Santoso, Sarkawi, Purnawan Basundoro, 2002,
65 halaman) '

Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang berusaha
mengungkapkan terjadinya fenomena kesalahan berpikir (fallacy) dalam wacana
sosial politik nasional serta berbagai bentuk pilihan framing oleh media massa

atas suatu peristiwa yang sama.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses terjadinya kesalahan berpikir
dari pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik yang termuat di media
‘massa, serta analisis wacana atas makna yaﬁg terkandung dalam pernyataan
tesebut. Maksudnya agar masyarakat pembaca (publik) dapat secara kritis

menangkap makna yang bersembunyi secara implisit dalam setiap pernyataan,

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing untuk mendeskripsikan
maksud dan tujuan pilihan pemuatan berita dari media massa serta analisis
wacana untuk memaknai struktur pesan dalam setiap komunikasi. Analisis
wacana dijadikan alat untuk memberi bobot terhadap nilai dari pernyataan yang

tidak ditentukan oleh kebenaran pernyataan tersebut.

-

Kesalahan berpikir merupakan suatu bentuk kekeliruan seseorang dalam
memperlakukan masalah sosial politik. Kesalahan itu disebabkan oleh terjadinya
intelektual cul-de-sac yang menunjukkan kebuntuan pemikiran dan disebabkan
oleh mitos, yang menganggap sesuatu yang tidak benar tetapi dipercayai sebagai
kebenaran. Sebab yang pertama biasanya terjadi karena suatu bentuk pengambilan
kesimpulan atas sebuah masalah sosial secara tergesa-gesa; misalnya dikarenakan

oleh fallacy of dramatic instance atau fallacy of restrospective determinism, dan

sebagainya.
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Dengan adanya berbagai bentuk kesalahan berpikir tersebut, maka disarankan
agar masyarakat cukup kritis untuk menganalisis berbagai pernyataan agar tidak
mudah mengambil kesimpulan atas kebenaran pernyataan tersebut. Di lain pihak, '
juga harus selektif dan kritis dalam menerima setiap informasi dari media massa,

apalagi terdapat bukti adanya pilihan framing yang berbeda atas kasus yang sama.

(LP. Jurusan Sastra Indonesia dan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga:
No. Kontrak: 023/LIT/BPPK-SDM/1V/2002) -
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SUMMARY

PHENOMENON OF F;\LLACY IN THE STATEMENT OF NATIONAL POLITICAL
SOCIAL: Study for the Statements of Prominent Figure and Political Social Watch on
Mass Media in Past New Order (Listiyono Santoso, Sarkaw, Purnawan Basundoro, 2002,
65 Pages).

This research is a kind of descriptive qualitative research that attempts to bring up the
occurance of fallacy in the statement of national social and the various selecting form of

framing bay mass media for the same case.

The purpose of this research is to know the process of that fallacy happens from the
served statement analysis of meaning implied in the statement. That is to say in order to
reader society (public) are able critically to gain the hidden meaning implicitly in every

statement.

This research uses descriptive qualitative using analysis approuch of framing to describe
meaning and purpose of selecting for serving news from mass media and statement
analysis to make a meaning of message structure in any communication. The analysisi of
statement made as a means making heavy for the statement value that isn’t determined by
the truth of statement.

Mass media is always has interest for every social problem to be made as a news. The
news, then, is served according to paradigma selection of ideology as the choice. So, the
must mass media has the different tendency in serving news for one or two of the same

case.

The fallacy is the one’s mistake to treat political social problem. This mistake is caused by
performing of intelectual cul-de-sac that shows a deadlock of thiking and is caused by a
mithology, that consider the untrue thing but it’s convinced as a truth. The first cause is
usually caused a form af making conclusion suddenly for a social problem, such as caused

bay fallacy of dramatic instance, post hoc ergo propter hoc, or fallacy of restrospective
determinism, etc.

The present of a various form of fallacy, its suggested that sociatey are able to analysis
critically enough for truth of the statement. In other hand, society has also to accept
selectively and critically such an information from mass media, more over there is a proaf
that present the different framing selecting for the same case.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru dialcktika sosial politik nasional
kembali menunjukkan warnanya yang makin semarak. Selain terimplementasikan
dalam bentuk kegiatan nyata, juga melalui pernyataan-pernyataan dengan muatan
politis yang amat kuat, menjadi pilihan semua lapisan masyarakat untuk diper-
hatikan, disimpulkan dan akhirnya disikapi. Meski masing-masing (rend (politik)
ini memiliki corak dan sasarannya sendiri, tetapi pada hakikatnya ada satu
mainstream yang perlu dicermati dan direnungkan. Dengan jalannya yang sangat
dialektis, kita bisa menangkap bahwa semuanya membutuhkan jalan keluar yang
mesti dirumuskan.

Berbagai kejadian yang melanda negeri ini; dari soal ketegangan politik
antara presiden dengan lembaga legislatif sampai konflik horisontal yang
berujung pada kekerasan massa; sebagaimana terjadi di Ambon, Sambas, Sampit
dan juga Aceh, merupakan rentetan panjang persoalan yang membelit bangsa ini.
Krisis ekonomi Idan politik pasca berkahimya kekuasaan rezim orde baru seakan
teraku-mulasi menjadi knisis multidimensional yang semakin sistemik dan
mendasar. Pada akhirnya, Kkrisis ‘ini menjadikan carut-marutnya perjalanan
kehidupan sosial politik negeri ini.

Dialektika sosial-politik ini menarik untuk dicermati. Fakta empirik terja-
dinya krisis sosial-politik adalah realitas sosial yang objektif tidak terbantahkan.

Artinya, pengetahuan manusia; yang salah satunya terbentuk dari pengalaman
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inderawi, memang memberikan bukti empirik atas fenomena tersebut. Tetapi
salah satu ciri khas pengetahuan manusia adalah bahwa ia tidak berhenti pada per-
tanyaan tentang apa, yang berujud pada fakta, melainkan harus dilanjutkan pada
pertanyaan mengapa. Hal ini berarti bahwa pertanyaan mengapa diajukan untuk
memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta tersebut, sebagai konsekuensi logis
kelanjutan dari pertanyaan ilmiah tentang apa.

Pemahaman atas fakta inilah yang kemudian mengalami berbagai bentuk '
penafsiran. Pertanyaan atas apa (faktaw;)' .tentang terjadinya krisis sosial politik
memang terjadi kesepakatan, tetapi pertanyaan atas mengapa muncul fakta terjadi
krisis sosial-politik dalam kenyataannya terlontar berbagai pernyataan yang
dikemukakan oleh para tokoh maupun pengamatan sosial-politik yang kemudian
berlomba-lomba mencari jawab atas pertanyaan mengapa tadi.

Dalam terminologi ini, maka muncullah berbagai pernyataan-pernyataan
yang mencoba mencari jawab atas pérsoalan krisis sosial politik saat ini. Berbagai
tafsiran atas persoalan tersebut sedikit banyak mulai terekam di berbagai media
massa, baik televisi maupun mass media. Dari berbagai tafsiran tersebut
memunculkan ragam wacana yang saling bersaing untuk memberikan penilaian
atas persoalan (fakta) yang terjadi. Perbedaan pemahaman atas kasus (fakta) yané
sama adalah persoalan yang mengedepan; hal ini dikarenakan penafsiran atas
fakta cenderung berbeda, dan saling berebut pengaruh penggalangan opini publik.
Sebagai contoh sederhana misalnya;

di dalam surat kabar kita melihat fakta (foto) adanya tanah longsor dan
pohon bertumbangan. Dilatarbelakang tanah dan pohon yang
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bertumbangan tadi ada gambar gunung berapi yang mengeluarkan asap
tebal.

Pertanyaan bahwa apa yang berkaitan dengan fakta adanya tanah longsor
dan pohon bertumbangan memang memunculkan kesepakatan. Tetapi kemudian
yang terjadi adalah perbedaan pemahaman mengenai pertanyaan mengapa tanah
longsor dan pohon bertumbangan ? Apakah ditimbulkan oleh gung berapi; atau
oleh angin atau juga bisa oleh penebangan yang dilakukan manusia.

Contoh di atas adalah contoh sederhana untuk menggambarkan betapa
penafsiran kita atas fakta di media (realitas media) bisa memunculkan perbedaan
yang cukup signifikan. Perbedaan penafsiran atas fakta merupakan persoalan yang
wajar terjadi dalam dialektika ilmu. Persoalannnya adalah ketika perbedaan
penafsiran artas fakta yang kemudian memunculkan pernyataan-pernyataan
tersebut mengandung substansi kesalahan berpikir (fallacy) dalam memberikan
tanggapan atas masalah sosial politik tersebut. Artinya, terjadi kesalahan
pemikiran dalam memperlakukan masalah sosial politik, sehingga memunculkan
pernyataan yang dianggap sebagai sebuah kesimpulan yang benar atas fakta
sebagai realitas obyektif, padahal persepsi dan penafsiran orang atas fakta tidak
selamanya dianggap sebagai sebuah kebenaran.

Kesalahan berpikir dalam melakukan analisis atas masalah sosial politik
yang dibuat oleh tokoh maupun pengamat sosial politik merupakan persoalan
mendasar yang berpengaruh pada opini publik, apalagi bila pernyataan tersebut
termuat di media massa. Dapat dibayangkan betapa dalam wilayah ini masyarakat

pembaca akan dihadapkan pada pilihan wacana, yang secara tidak disadari
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merupakan suatu bentuk ‘pembodohan’. Sebab, ada kecenderungan memberikan
pembenaran atas pernyataan tokoh dan pengamat sosial politik sebagai opini
publik yang mempunyai kebenaran; baik secara intelektualitas maupun moralitas.
Fenomenata kesalahan berpikir ini menarik untuk dikaji dan diteliti.
Apalagi bila dikaitkan denga persoalan konstelasi sosial-politik yang berkembang
belakangan ini yang mengarah pada pola komunikasi yang tidak sehat, yang
menampilkan berbagai bentuk prasangka sosial (prejudice). Media massa
menjelang Sidang Umum 1999 yang lalu, utamanya menjelang pemilihan
presiden, banyak merekam berbagai prasangka sosial tetapi dipakai sebagai (alat)
legitimasi untuk setuju atau tidak menyetujui seseorang untuk menjadi presiden.
Harian Republika (12 Maret 1999) misalnya; yang memuat pernyataan
AM. Saefuddin, tokoh partai politik bersimbolkan Islam yang tidak hanya
menolak presiden berjenis kelamin wanita, karena dianggap melanggar kaidah
agama, bahkan sampai pada sebuah prasangka sosial bahwa jika Megawati
Soekarno Putri, yang kebetulan adalah calon presiden saat itu, menjadi presiden
maka akan terjadi sekularisasi negara, yang akan meminggirkan peran umat Islam
dalam kosntelasi perpolitikan nasional. Alasan yang dipakai adalah perilaku
agama Megawati saat itu tid'ak jelas, apalagi termuat fakta dimana ia
‘bersembahyang’ di Pura pada waktu di Balui, padahal ia adalah orang Islam. Dan
fakta pun kemudian menunjukkan betapa Megawati gagal menjadi presiden.
Kasus di atas, meskipun merupakan realitas politik, namun memberikan
gambaran bahwa ada fenomena yang biasa dalam menggambarkan sosok

Megawati berdasarkan satu dua kasus, tetapi dijadikan sebagai sebuah kesimpulan
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umum. Fenomena sesat pikir ini oleh Jalaludin Rahmat (1999; 5) disebut sebagai
Fallacy of Dramatic Instance, yaitu kecenderungan orang untuk melakukan apa
yang dikenal dengan over-generalisation. Penggunaan satu dua kasus untuk
mendukung argumena yang bersifat general atau umum.

Fenomena kesalahan berpikir (dalam ilmu logika disebut. sebagai sesat
pikir) jenis ini dalam kasus penolakan atas Megawati yang terekam di Harian
Republika bisa diuraikan sebagai berikut :

Premis 1 : Pura adalah tempat ibadah umat Hindu

Premis 2 : Megawati melakukan ritual di Pura
Kesimpulan : Jadi, Megawti adalah umat Hindu

Kesimpulan ini merupakan over generalisation, dimana satu kasus; yaitu
keberadaan Megawati di Pura yang melakukan proses ritual dianggap bahwa ia
tidak jelas agamanya. Kesimpulan tersebut mempunyai substansi yang sama
dengan pemyataan bahwa jika Megawati jadi presiden maka ia akan
meminggirkan peran umat Islam dalam kancah politik nasional. Asumsi ini jelas
diawali dari prasangkan sosial yang kemudian memunculkan stereotype tentang
sosok Megawati. Hal ini bisa diambil sebuah késimpulan terhadap pernyataan
tokoh politik bahwa :

"Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan yang sekuler dan dekat

dengan komunitas agama lain, jadi kalau ia jadi Presiden maka ia akan
meminggirkan umat A, karena ia sekuler dan dekat dengan agama lain”.

Kerancuan berpikir semacam ini banyak terjadi dalam berbagai telaah
sosial politik. Hal ini dikarenakan dalam memahami fakta tidak secara objektif,
tetapi berdasarkan berbagai pertimbangan kepentingan politis, sehingga

memunculkan kepastian yang sifatnya subjektif belaka. Namun, argumen yang
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overgeneralized ini biasanya agak sulit dipatahkan. Karena, satu dua kasus
rujukan itu seringkali diambil dari pengalaman pribadi seseorang atau individual's
personal experience (Jalaluddin Rahmat, 1999; 5).

Menurut terminologi Jalaluddin Rahmat (2000; 40) kesalahan scperti ini
biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu intelektual cu/-de-sac dan mitos.
Intelektual cul-de-sac adalah terminologi dalam bahasa Prancis yang
menunjukkan suatu proses terjadinya kebuntuan pemikiran. Sementara mitos
adalah sesuatu yang tidak benar, tetapi dipercayai oleh banyak orang termasuk
ilmuwan, tokoh dan pengamat sebagai sebuah kebenaran. Fenomena intelektual
cul-de-sac dan mitos ini cukup berkembang dalam pernyataan tokoh dan
pengamat sosial-politik dalam melakukan tafsir terhadap masalah sosial politik
yang belakangan ini tampak mengedepan.

Seiring dengan fenomena kebebasan pers telah memberikan ‘angin segar’
bagi masyarakat, utamanya yang berkepentingan dengan media massa, seperti elit
politik, tokoh, pakar, dan sebagainya untuk melemparkan berbagai argumenny.a..
Kebebasan tersebut kemudian dimaknai sebagai ruang yang bebas untuk
menyampaikan segenap ekspresi politiknya melalui sikap dan pemnyataan. Dalam
kondisi yang demikian, maka tidak dapat dihindarkan oleh, media massa (apapun)
kemudian berkembang menjadi ‘@ng’ untuk bertarungnya Berbagai pernyataan
(statement) dan penafsirannya atas realitas sosial politik yang melingkupinya.

Persoalan apal;ah pemyataan terscbut benar atau tidak, bukan menjadi
kajian dalam penelitian ini, karena yang diangkat adalah sekedar teks pemyataan

para tokoh dan pengamat sosial politik yang terekam di media massa, dalam hal
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ini Kompas pada periode awal gerakan reformasi, yang mengandung kesesatan
berpikir. Penelitian inipun tidak mempersoalkan apakah media massa telah
melakukan manipulasi atas pernyaaan atau distorsi pernyataan, karena kajian ini
hanya berupaya untuk menunjukkan betapa dalam analisis sosial politik nasional
dalam bentuk pemyataan an sich fenomena sesat pikir selalu selalu mudah terjadi.

Dalam konteks ini, maka penelitian ini lebih ditekankan pada analisis
wacana terhadap makna (implisit) dari sebuah teks, yaitu pernyataan. Analisis
terscbut dikaitkan dengan salah satu model yang digunakan oleh Michel Foucault
(1972; 120) tentang penckanan pada konstelasi kekuatan apa yang ada dalam
proses pembentukan dan reproduksi makna, daripada bentuk gramatika maupun
subjek. Bahasa yang dipergunakan tidak lagi dipahami sebagai medium netral
yang terletak di luar pembicara. Bahasa sebagai representasi berperan pula dalam
membentui( jenis-jenis subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun
strategi-strategi di dalamnya. Apabila ini dikaitkan dengan wacana politik, bahasa
tidak lagi alat atau medium ‘netral’, melainkan merupakan ‘representasi’, dalam
dirinya sendiri, dari hubungan-hubungan politis (Mohammad AS. Hikam, dalam
Yudi Latif dan Idi Subandy lbrahim, ed., 1996, 84).

Tampaknya model seperti ini oleh Michel Foucault (1972; 122) dikatakan
sebgai penghampiran ‘discursif-practice’ di kalangan pasca modemisme, yaitu
sebuah penghampiran wacana dan bahasa yang sangat berkaitan dengan tindak
dan praksis politik. Discursif-practice dapat dipahami sebagai pfoses produksi
dan reproduksi wacana-wacana yang merupakan perkaitan rumit antara tanda-

tanda dan praksis, yang pada gilirannya, mengatur pula eksistensi dan reproduksi
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sosial. Dalam penghampiran seperti ini, bahasa dan wacana senantiasa terlibat
dalam hubungan dengan kekuasaan, terutama dalam proses pembentukan subjek,
dan berbagai macam tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.
Penghampiran ini pada akhimya lebih menekankan terhadap ‘nilai’ dari
setiap pemyataan. Ini seperti yang dikemukakan oleh Foucault (1972; 122) bahwa
‘...menganalisis suatu proses pembentukan wacana adalah memberi bobot
terhadap ‘nilai’ dari pernyataan. Nilai tersebut bukanlah ditentukan oleh
‘kebenarannya’, tidak dikendalikan oleh kehadiran isinya yang rahasia.
Melainkan oleh kemampuannya memberi transformasi, bukan saja dalam

hal ekonomi dari wacana, tetapi juga dalam pembagian sumberdaya yang
langka di dalamnya’

Melalui salah satu pendekatan ini, analisis atas teks tidak untuk melihat
kebenaran atas pernyataan, melainkan untuk membongkar prasangka ‘nilai’ yang

turut terlibat dalam pembentukan wacana.

B. RUMUSAN MASALAN
Berdasarkan uraian dalam latar belakang cii atas, rumusan permasalahan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kesalahan berpikir jenis apakah yang terjadi dalam pemyataan tokoh dan
pengamat sosial politik nasional ?
2. Dimanakah letak terjadinya kesalahan berpikir dalam pernyataan tokoh dan

pengamat masalah sosial politik tersebut ?
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

Al Penclitian Scbelumya

Tema tentang kesalahan berpikir (fallucy) di media massa, scpanjang
pengetahuan penulis relatif jarang dijadikan bahan kajian atau objek penelitian.
Penelitian tentang tema ini, dalam referensi penulis, pernah dilakukan oleh Maria
Rita Ruwiastuti, yang mencoba menganalisis sesat pikir di bidang hukum agraria.
Penelitian tersebut bahkan sudah dibukukan dengan judul “Sesat Pikir” Politik
Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat
(2000).

Dalam penelitian tersebut, Maria Rita R., membongkar secara sistematis
berbagai produk hukum bidang pertanahan yang selama ini cenderung merugikan
masyarakat adat yang secara turun temurun sebagai pemilik tanah-tanah adat di
Irian Jaya (sekarang Papua Barat). Hasil penelitian yang kemudian dibukukan
dengan judul “Sesat Pikir” Politik Hukum Agraria tersebut bermula merupakan
kajian atas berbagai sengketa agraria orang-orang Asmat di kecamatan Sawa
Erma. Penguasaan tanah yang mereka buka dari hutan primer, ternyata kemudian
bermasalah karena dianggap sebagai pembukaan lahan milik negara. Meskipun
dalam tradisi mereka, siapapun yang membuka tanah hutan primer pertama Kali
merupakan pemiliknya, dan berhak atas tanah sebatas yang dibukanya. Tetapi,
kemudian negara (state) memberlakukan politik hukum agraria dengan

menyebutnya sebagai hak ulayat. Melalui kerjasama dengan pemilik HPH
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misalnya, negara mulai melakukan penguasaan-penguasaan atas tanah adat
tersebut.

Dalam terminologi inilah kemudian, Maria Rita Ruwiastuti menyebutnya
sebagai salah satu ‘s¢sat pikir’ (fallacy) dalam pemberlakukan sebuah peraturan,
“Sesar pikir” yang dikedepankan dalam tulisan tersebut lebih diletakkan pada
proses pemberlakukan dan pembuatan hukum agraria yang seringkali
mengandung kesalahan (rasionalisasi) yang digunakannya, yang cenderung
merugikan pemilik tanah adat.

Dalam penelitian ini, ‘sesat pikir’ atau ‘kesalahan berpikir’ (fallacy) lebih
diletakkan bukan pada hukum perundangan, melainkan secara lebih luas pada
berbagai pemyataan para tokoh dan pengamat sosial politik di media massa pasca
Orde Baru. Pernyataan-pernyataan tersebut masih difokuskan pada media massa
(harian) Kompas dengan asumsi bahwa media ini merupakan media nasional yang
representatif untuk dijudikan satu-satunya sample.

Model penelitian ini, sangat jarang (untuk mengatakan tidak pernah
dilakukan) diteliti. Ada beberapa kajian tematik yang sama; seperti penelitian
yang dilakukan oleh Bimo Nugroho, Eriyanto dan Frans Surdiasis; tentang Politik
Media Mengemas Berita; Habibie dalam Pemberitaan Kompas, Merdeka dan
Republika, yang kemudian diterbitkz;n dengan judul yang sama oleh ISAI (Institut
Studi Arus Indonesia). Penelitian ini tidak mengangkat problem kesala;han
berpikir, melainkan lebih difokuskan pada analisis framing dari pemberitaan
media atas fenomena Habibie ketika secara otomotais menggantikan Soeharto

sebagai presiden.

LAPORAN PENELITIAN Fenomena Kesalahan Berpikir ... LIstoyono Santoso



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
11

Sesat pikir dalam konteks ini lebih disebut sebagai kesalahan berpikir,
yaitu suatu penarikan kesimpulan —yang berwujud- pernyataan atas peristiwa yang
cenderung dilakukan dengan tidak hati-hati, sehingga memungkinkan terjadinya
kekeliruan penarikan kesimpulan. Ketidaktepatan alur logika yang digunakan
untuk menyampaikan pernyataan membuat pernyataan itu mengandung
kesalahan, Kesalahan berpikir itu juga bisa diwujudkan dcngan berbagai pilihan
term atau juga kata-kata yang turut memperjelas maksud implisit dari pembuat
pemyataan.

Dalam ilmu logika, kesalahan berpikir juga berarti adanya
ketidakkonsistensi sebuah pernyataan dengan pernyataan sebelumnya, atau teori
koherensi dan juga ketidaktepatan antara pernyataan dengan realitas empirik atau

teori korespondensi.

B. Landasan Teori

Logika pada dasarnya merupakan cabang filsafat yang membicarakan
tentang prinsip-prinsip yang logis dan valid. Dimana yang dipercakapkan oleh
logika adalah bagaimana manusia bisa mengambil sebuah penyimpulan yang sah
dan valid berdasarkan kaidah berpikir logis dan runtut. Selama menggunakan
kaidah berpikir tersebut maka pernyataan yang digunakan scbagai kesimpulan
bisa dianggap sebagai kesimpulan yang sah.

Menurut E. Sumaryono (1999; 9) pengetahuan tentang prinsip-prinsip
logis sebuah penalaran yang sering tidak memadai. Bahkan sering terlihat orang

memaksakan prinsip-prinsip tersebut untuk menarik kesimpulan yang tidak
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F4

relevan atau mempergunakan kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu.
Pemaksaan prinsip-prinsip ini pada perkembangan memunculkan fenomena sesat
pikir (fallacy).

Sesat pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya
tidak logis, salah arah, dan meyesatkan, suatu gejala berpikir yang salah yang
discbabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan
relevansinya (Sumaryono, 1999:9).

Dalam terminologi yang lain, R. Soekardjo (1998;11) menyatakan bahwa
kesesatan berpikir (fallacia/fallacy) merupakan suatu bentuk kesesatan penalaran
vang mencoba mengambil kesimpulan dan atau membuat pernyataan yang tidak
sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang logis, yang runtut dan sistematis.
Akibatnya, muncul berbagai bentuk pernyataan yang dianggap sebagai sebuah
kesimpulan atas fakta yang mengandung bias, karena tidak mengikuti alur prinsip
berpikir logis tersebut. Sebagai contoh yang sederhana misalnya :
¢ Orang gondrong adalah penjahat
e  Semua penjahat harus dipenjara
e Jadi, orang gondrong harus dipenjara

Dalam prinsip berpikir logis, jelas bahwa pengambilan kesimpulan
tersebut menyalahi aturan. Sebab, terminologi orang gondrong adalah penjahat
dan setiap penjahat haris dipcnjafa tidak serta mengandung implikasi bahwa
semua orang gondrong identik sebagai penjahat. Maka disini terjadi proses
kesesatan berpikir dalam menngambil kesimpulan dari kasus yang seharusnya

bersifat individual dianggap menjadi gejala umum.
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Contoh lain dalam wacana sosial politik belakangan ini misalnya :
e Pasca runtuhnys orde baru, krisis ekonomi semakin parah

¢ Gus Dur adalah penguasa pasca orde baru
e Jadi, Gus Dur penyebab krisis ekonomi yang semakin parah

Alur logika yang dipkai dalam mengambil kcsimpulan diatas kelihatan
masuk akal. Persoalannya adalah bahwa fakta bahwa krisis ekonomi pasca orde
baru memang kesimpulan yang tidak terbantahkan. Tetapi, kesimpulan bahwa
Gus Dur sebagai penguasa pasca Orde Baru dianggap menjadi penyebab krisis
ekonomi semakin parah adalah bukan merupakan keputusan mutlak sebagai
kesimpulan. Artinya, apakah benar Gus Dur menjadi penyebab krisis ekonomi ini,
masih membutuhkan penelitian yang intensif.

Contoh-contoh tersebut merupakan salah satu bentuk adanya kesesatan
berpikir yang seringkali manghinggapi wacana sosial politik nasional belakangan
ini. Meskipun harus diakui menurut R. Soekadijo (1985;11) bahwa tidak pernah
ada kejelasan mengenai tipe-tipe kesesatan. Tidak ada klasifikasi kesesatan yang
memadai yang bisa diterima secara umum., Dan kiranya sulit diharapkan akan
adanya klasifikasi kesesatan yang memadai itu. Cara bagaimana penalaran
manusia dapat tersesat, tiada batasnya. Aristoteles, sebagai bapak logika, hanya
menyebutkan tiga belas tipe, sedané ahli-ahli logika modern dewasa ini mengenal
lebih dari seratus tipe.

Dalam pemahaman Soekadijo selanjutnya (1985;11) kesesatan penalaran
itu dapat terjadi karena yang sesat itu, karena sesuatu hal, kelihatan masuk akal.

Kalau orang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak
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melihat kesesatannya, penalaran itu disebut paralogisme. Kalau penalaran yang
sesat itu dengan sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain maka disebut
sofisme.

Di bagian lain E. Sumaryono (1999; 11) menyatakan bahwa term
“kepalsuan” sebagai sebuah kesesatan berpikir pada dasamya dapat dipergunakan
dalam berbagai kemungkinan. Yang lazim, term tersebut dipergunakan untuk
menggambarkan gagasan yang keliru yang salah. Dalam logika term tersebut
dipergunakan dalam arti yang lebih sempit, yaitu palsu berarti keliru dalam
menalar atau dalam berargumen.

Pada dasarmmya motivasi pokok seseorang menyusun sebuah argumen
adalah membuktikan bahwa kesimpulan yang ia peroleh dalam menalar adalah
benar. Sebuah argumen ada kemungkinan gagal dalam memenuhi tujuan tersebut.
Menurut The Liang Gie (1979;35) ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab
kegagalan argumen.

1. Kegagalan dapat terjadi karena suatu argumen memuat premis yang terbentuk
dari proposisi yang keliru. Jika sebuah argumen memuat premis yang keliru,

maka argumen tersebut akan gagal dalam menetapkan kebenaran kesimpulan.

Contoh :

Premis 1 : ABRI harus menjalankan dwifungsi sipil-militer

Premis 2 : Tentara bayaran tidak memperhatikan fungsi sipil
Kesimpulan  : Jadi, ABRI tanpa dwifungsi akan sama dengan tentara

bayaran
2. Kegagalan dapat terjadi karena suatu argumen ternyata memuat premis-premis

yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari. Disini logika
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berperanan penting. Sebuah argumen yang premis-premisnya tidak
berhubungan dengan kesimpulannya merupakan argumen yang ‘sesat’
sekalipun semua premisnya munkin benar.

Contoh :

Premis | : Sifat Tuhan adalah kekal abadi

Premis 2 : Pancasila memuat nilai-nilai yang kekal dan abadi
Kesimpulan :7Jadi, Tuhan dan pancasila adalah identik

Sebagaimana diungkapkan diatas , ada banyak jenis kekeliruan yang
dilakukan orang dalam melaksanakan penalaran atau dalam berargumen. Setiap
kekeliruan dalam menalar itu merupakan argumen yang salah. E. Sumaryono
(1999;10) mengungkapkan ada dua (2) macam argumen yang salah;

Pertama, argumen yang sebenarnya keliru namun tetap diterima umum
karena banyak orang yang menerima argumen tersebut tidak merasa kalau mereka
itu sebenarnya telah tertipu. Kesesatan berpikir ini disebut relevansi. Argumen-
argumen yang semacam ini biasanya bersifat persuasif dan dimaksudkan untuk
mempengaruhi aspek kejiwaan orang lain. Biasanya terdapat dalam pidato politik
dalam kampanye, pemyataan pcjabat untuk meredam situasi, reklame untuk
menawarkan barang-barang produksi, dan sebagainya.

Kedua, argumen yang keliru karena kesalahan dalam penalaran yang
disebabkan oleh kecerobohan dak lkekurangperhatian orang terhadap pokok
persoalan yang terkait, atau keliru dalam menggunakan term dan proposisi yang
memiliki ambiguitas makna dari bahasa yang dipergunakan dalam berargumen.
Sesat pikir semacam ini disecbut penalaran yang ambigu atau ambiguitas

penalaran. Misalnya, term salah prosedur yang sering diucapkan pejabat untuk
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berdalih bila mendapatkan kritik dari masyarakat. Term ini memiliki arti lebih
dari satu, yaitu dapat diartikan sebagai salah interpretasi terhadap salah
perintal/instruksi, mempergunakan metode atau langkah yang berbeda dan tidak
dimaksudkan dalam petunjuk pelak;sa;man sebuah proses kegiatan, atau
pengambilan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
sebagainya.

Kedua ragam kesesatan berpikir inilah yang dijadikan pijakan dasar dalam
menganalisis terjadinya proses kesesatan berpikir yang dilakukan oleh tokoh dan
pengamat sosial politik terhadap berbagai peristiwa sosial politik yang termuat di
media massa. Kedua jenis kesesatan ini tersebut adalah kesesatan relevansi dan
kesesatan karena bahasa atau ambiguitas penalaran. Meskipun demikian titik
tolak pemahaman atas kedua jenis kesesatan tersebut pada dasarnya masih
memerlukan rincian, karena keduanya dalam kenyataanya masih terdiri dari
berbagai bentuk jenis kesesatan.

Misalnya dalam uraian E. Sumaryono (1999;11-17) dan Soekadijo
(1988;11-13) kesesatan relevansi terdiri dari berbagai jenis kesesatan, seperti
argumen ad baculum, argumen ad hominem, argumen ad ignorantiam, argumen
ad misericordiam, argumen ad populum, accident, dan sebagainya. Sementara
kesesatan karena bahasa atau ami)iguités penalaran terdiri dari misalnya; term
ckuivokasi, term amphiboly, accent, komposisi dan sebagainya. Penggunaan
istilah-istilah kesalahan berpikir tersebut tidak akan dipakai secara iceseluruhan

dalam menganalisis pernyataan-pemnyataan yang dianggap mengandung
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kesalahan, tetapi hanya akan ditentukan secara acak, tergantung temuan dalam
media massa yang bersangkutan.

Sementara itu di bagian lain Jalaludin Rahmat (1994;4-33) tidak berupaya
melakukan pembagian atas kesesatan menjadi dua jenis di atas. Melainkan
menguraikan secara global fenomena kesesatan berpikir tersebut disebabkan oleh
dua faktor yaitu : pertama adanya inléle;,'ctual cul-de-sac yang diterjemahkan
sebagai kebuntuan pemikiran, yang terdiri dari 7 jenis kesesatan seperti misalnya:
1) fallacy of misplaced concretness yaitu adanya kecenderungan untuk melakukan
apa yang dikenal dengan over-generalisation. Yaitu penggunaan satu dua kasus
untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. 2) Fallacy of
Retrospective Determinism, yaitu anggapan bahwa masalah sosial yang sekarang
terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidab bisa
dihindari, dan merupakan akibat dari sejarahyang cukup panjang, serta 3) Post
Hoc Ergo Propter Hoc, yang berasal dari bahasa latin: post artinya sesudah, hoc
artinya demikian; ergo artinya karena itu; propter artinya disebabkan; dan hoc
artinya demikian. Singkatnya: sesudah itu - karena itu - oleh sebab itu. Jadi
apabila ada peristiwa yang terjadi dalam urutan temporal, maka kita menyatakan
bahwa yang pertama adalah sebab dari yang kedua, padahal kenyataan tidak
selamanya seperti itu, dan sebagainya. Yang kedua dikarenakan mitos yang
diartikan scbagai sesuatu yang tidak benar tetapi dipercayai oleh banyak orang.
Mitos ini biasanya seringkali dimunculkan melalui stereofype atas munculnya

berbagai kejadian atau scbab.
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Selain berbagai bentuk kesalahan berpikir di atas, penelitian ini juga akan
sedikit menguraikan bentuk pilihan framing dari media massa dalam menurunkan
berita. Pilihan framing itu ditampilkan untuk memberikan suatu penjelasan bahwa
media massa juga dapat menjadi sebab yang melatarbelakangi terjadinya
kesalahan berpikir, karena (misalnya) memberikan berita yang manipulatif atau
istilahnya terjadi bias media. Bias media ini biasanya terjadi dalam tiga hal,
Symulacrum, Distorsi dan Reduksi. Symulacrum berarti model realitas yang
dikonstruksikan oleh media massa meski sesungguhnya adalah palsu, distorsi
lebih diartikan sebai bentuk pemanipulasian berita sehingga tidak sesuai dengan
yang sesungguhnya terjadi dan reduksi lebih bermakna sebagai bentuk penyajian
berita yang hanya melihat pada satu bagian dari suatu data dan fakta yang sangat
kompleks (Al Zastrow, dalam Heri Winarko, 2000; vi-ix). |

Bias berita terjadi karcna madia massa tidak berada di ruang vakum.
Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai
kepentingan, konflik dan fakta yang sangat kompleks dan beragam. Louis
Althuser sebagaimana dikutip oleh Al Zastrow (Heri Winarko, 2000; ix-x)
menulis bahwa media, dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi
strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana
legitimasi. Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni,
dan kebudayaan, emrupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja

secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang

berkuasa (ideological states apparatus).
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Pandangan lain tentang persoalan ini dikemukakan oleh Anténio Gramsci.
Menurut Gramsci sebagaimana dikutip Alex Sobur (2001; 30) justru merupakan
arena pergulatan antarideologi yang berkompetisi (the battle ground for
competing ideologies). Baginya, media merupakan ruang di mana berbagai
ideologi direpresentasikan. Hal ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana
penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik,
namun di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan.
Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi
kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi inst.rumen perjuangan
bagi kaum tertindasuntuk mebangun kultur dna ideologi tandingan.

Persoalan ini yang tcjadi dalam rcalitas media masa kita. Pergulatan
berbagai kepentingan dalam media massa tersebut menjadi salah satu kenyataan
betapa media massa kita tidak pernah bebas, independen, tetapi memiliki
keterkaitan dengan realitas sosial (Alex Sobur, 2001; 30). Pada kontcks ini maka
berbagai bentuk kesalahan berpikir menjadi mudah bermunculan oleh media
massa sekaligus juga dalam pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik di

Indonesia dalam memahami realitas sosial yang terjadi.
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BAB 11
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui proses terjadinya kesesatan berpikir dari pernyataan
para tokoh dan pengamat sosial politik yang termuat di media massa.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis kesesatan berpikir dari

pernyataan dan tokoh sosial politik yang termuat di media massa.

B. MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan berbagai bentuk
kesesatan berpikir dari tokoh dan pengamat sosial politik, sehingga
masyarakat pembaca bisa secara obyektif melakukan penilaian atas
pernyataan tersebut.

2. Hasil penelitian ini akan menjadi counter wacana (wacana tanding) dari
hegemoni ide atas fakta yang selalu dimonopoli tokoh dan pengamat
sosial politik, sehingga masyarakat tidak serta merta mengambil
kesimpulan atas pernyataan tentang fakta yang termuat di media massa.

3. Bagi pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional, hasil
penelitian ini dapat disebarluaskan bagi kalangan pendidikan dengan

harapan dapat memperkaya khasanah pemikiran di masyarakat.

20
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BAB IV
METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang menggunakan
metode analisis wacana. Meskipun merupakan penelitian atas sebuah peryataan
(kalimat), tetapi penelitian ini tidak kemudian merupakan penelitian jenis sastra
yaitu seperti pengunaan kata-kata atau kalimat dalam struktur yang logik, untuk
menjelaskan konsep-konsep dalam hubungan satu sama lain (Danandjaja,
1990;98). Penelitian ini berubjxya untuk menjelaskan makna dari pernyataan
(kalimat) serta berupaya untuk menguﬁgkap jenis-jenis kesalahan berpikir dalam
peryataan-pernyataan para tokoh dan pengamat sosial politik )"ang menyimpang
dari prinsip berpikir logis. Pengungkapan pernyataan tersebut dilakukan dengan
cara deskriptif, yaitu data terurai dalam bentuk kata-kata atau kalimat dan semua
hal yang berupa sistem tanda, apa adanya, yang kemudian dilakukan analisa
tentang fenomena sesat pikir atas pernyataan tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah surat kabar (yang tidak ditentukan nama

dan jenisnya) yang memuat pernyataan-pernyataan tokoh dan pengamat

sosial politik, utamanya dalam bentuk artikel/opini, Pasca Runtuhnya

Rezim Socharto, yang dikhususkan pada pelanggaran prosedur berpikir

logis dalam ilmu logika.

s21
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2. Teknik Pengumpulan Data
Data diambil dari sumber data yang sesuai dengan perumusan masalah,
dimana peneliti menggunakan teknik simak catat, yaitu melakukan
penyimakan dan pencatatan untuk mendapatkan data-data sesuai dengan

kebutuhan.

3. Analisa Data

Scsuai dengan masalah, analisa data penelitian ini merupakan
kajian atas pernyataan scbagat proscs pengambilan kesimpulan atau
keputusan yang mengandung kesesatan berpikir. Kajian atas pernyataan
yang mengandung sesat pikir terscbut menggunakan pijakan pemikiran
para ahli ilmu logika yang merumuskan proses-proses dan bentuk-bentuk
terjadinya kesesatan berpikir, dalam penelitian ini yang dipakai adalah
pemikiran Jalaludin Rahmat dalam bukunya Rekayasa Sosial (1999;5-34),

Secara khusus, berbagai pernyataan yang termuat di media massa
tersebut; untuk menemukan letak kesesatan berpikimya dilakukan
pendekatan interpretasi dan pemaknaan atas teks. Melalui metode analisis
wacana maka setiap pernyataan akan ditelusuri nilai yang terkandung
didalamnya.

Analisis wacana diguna~kan untuk memaknai struktur pesan dalam
komunikasi. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang
terdapat dalam komunikasi bukan ferbatas pada penggunaan kalimat,

fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks
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‘wd

dan mheren yang disebut wacana (Stephen P. Littlejohn, 1992; 85).
Analisis wacana yang digunakan lebih didekati dengan menggunakan
interpretasi murni scbagaimana penelitian kefilsafatan,

Dalam metode penelitian filsafat, analisis wacana dapat juga
diletakkan melalui penggunaan metode holistika, yaitu subjek yang
menjadi objek studi, tidak hanya dilihat secara “atomistis’, yang terisolasi
dan lingkungannya, melainkan ditinjau dalam interaksi dengan seluruh
kenyataan,

4. Menyimpulkan dan Menyusun Hasil Laporan Penelitian
Setelah melalui analisis data dan berbagai pernyataan tersebut, kemudian
disusun suatu kesimpulan dan laporan hasil penclitian sesuai dengan

formal yang telah ditentukan.
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BAB YV
IHIASIL PEMBAIIASAN

A. Realitas Media dalam Meyajikan Berita

Fenomena kesalahan berpikir atau *sesat pikir’ (fallacy) merupakan suatu
keadaan yang mudah muncul, disadari maupun tidak disadari. Titik tolak untuk
memahami fakta atau realitas yang berbeda -bisa jadi- menjadi penyebab lahirnya
berbagai  pernyataan yang mengandung kesalahan. Alur logika yang
dikembangkan biasanya sesuai dengan asumsi pembuat pernyataan (tokoh dan
pengamat) atas fakta yang diamati. Latarbelakang sosial politik dan lebih-lebih
ideologi turut serta memperkuat lahimya berbagai pernyataan yang menurut asas
logika berpikir sebagai kesalahan berpikir.

Belakangan, seiring dengan diberikannya kebebasan berpendapat dan
media massa memberikan ‘ruang’ untuk itu, fenomena tersebut menjadi mudah
untuk ditemukan. Apalagi bila media massa (pers) kemudian dimanfaat oleh
kalangan politisi untuk pencapaian tujuan-tujuan ideologi-politiknya, maka ia
adalah katalisator paling efektif untuk mereproduksi pernyataan-pernyataan sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh mereka yang berkepentingan. Tidak berlebihan
bila William J. Small (1972; 124) mengatakan bahwa bagi para politisi, pers tentu
sangat menggairahkan. Melalui pers, politisi, mungkin juga pengamat sosial
politik, membentuk imaji massa tentang dirinya. Reproduksi pernyataan di media
massa adalah bagian dari kepentingan politiknya.

Realitas ini kemudian ditangkap oleh pers untuk membantu

menghubungkan keinginan politik politisi agar dapat ditangkap oleh massanya.

24
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Reproduksi pernyataan terscbut menemukan momentumnya seiring dengan
runtuhnya Soeharto (1997), dimana pers Indonesia yang memang tampak
mengalami liberalisasi yang cukup signifikan, telah memberikan porsi memadai
bagi penyaluran hasrat politisi untuk membuat pernyataan sebanyak-banyaknya.

Dalam terminologi ini, tidak berlebihan bila selama era awal reformasi,
pers di Indonesia menjadi media efektif bagi para politisi juga pengamat untuk
mereproduksi pernyataan atas realitas sosial politik yang terjadi. Satu peristiwa
kemudian menjadi mudah ditafsirkan dengan bermacam-macam. Semacam
terminologi ‘puisi’, scbuah kata dapat menjadi beragam maknanya, tergantung
yang memberikan apresiasi atas kata tersebut, apalagi situasi situasi perpolitikan
nasio.nal. Lihat saja betapa persoalan tentang konstitusional atau tidak, naiknya
Habibie menjadi presiden telah memunculkan berbagai situasi paradoks tentang
landasan perundangan di tanah air.

Diperlonggarnya ijin Surat Ijin Usaha Pers dan Penerbitan (SIUPP)
kemudian turut pula memberikan iklim kondusif bagi lahimya sejumlah
pernyataan atas realitas sosial melalui terbitnya berbagai mcdia massa. Sebut
misalnya, Amanat, Duta Masyarakat Baru, Demokrat, dan sebagainya. Analisis
Jraming atas sebuah kasus pun kemudian menjadi bermacam-macam tampilannya,
tergantung atas ideologi yang menjadi anutan pers tersebut. Bahkan pers lama pun
turut serta terlibat dalam pertarungan antar media, dalam memandang atau
*membaca’ sebuah peristiwa politik. Penggunaan analisis framing adalah pilihan
yang tampak mengedepan dari masing-masing media untuk menurunkan

beritanya.
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Dalam konteks analisis framing ini; Robert M. Etman, sebagaimana
dikutip oleh Bimo Nugroho, dkk (1999; 21) melihat framing dalam dua dimensi
besar; seleksi isu dan penckanan atau penonjolan aspek-aspek realifas/isu
terscbut. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna,
lebih menarik, berarti atau mudah diingat oleh khalayak. Dalam prakteknya,
Jraming dijalankan oleh media dengan'n;enyeleksi isu tertentu dan mengabaikan
isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu terscbut dengan menggunakan
strategi wacana, misalnya: melalui penempatan yang mencolok (heudline, :icpan
atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk memperkuat dan
mendukung penonjolan.

Penekanan pada pﬁihan Jframing ini menjadikan tema-tema tertentu telah
melibatkan pilihan idcologi-politik tertentu yang seolah seringkali dibenturkan
atau dikontraskan, Media yang satu dengan media yang lain akan mcmbc;ikan
penekanan yang berbeda atas sebuah realitas sosial-politik. Media massa
kemudian menjadi arena perang simbolik antar berbagai pihak yang
berkepentingan atas pengungkapan fakta-fakta sosial politik yang terjadi.
Charlotte Ryan (Agus Sudibyo, 1998; 26) mengatakan;, “Pertarungan lewal
JSraming menentukan peristiwa mana yang ditekankan. Media menjadi arcna Izritis
dari pertarungan, dan gcrakan ‘sosial, menempatkan media pada peran
menentukan arti penting isu di hadapan khalayak. Tetapi peningkatan perhatian

itu sendiri bukanlah gerakan sosial tetapi lebih pada penafsiran, yang

menampilkan pandangan atas realitas agar didukung oleh banyak orang™.
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Pada kondisi yang demikian maka media massa akan senantiasa membuat
konstruk atas realitas berita sesuai dengan keinginan para jurnalisnya, minimal
oleh kekuatan paradigma ideologisnya yang membentuknya. Media massa
kemudian sangat berkepentingan menjadi instrumen untuk mempengaruhi
kesadaran masyarakat. Sesuatu yang sebenarnya tidak berarti, dapat menjadi
berarti melalui penciptaan berbagai cerita dan data-data yang disajikan olch
mcdia massa, sekalipun data tersebut merupakan rekaan-rekaan imajiner drai sang
penulis berita atau sumber berita. Hal seperti ini sering terjadi di tengah
masyarakat yang masih kuat dihinggapi budaya isu dan intrik, di mana berita
dianggap sebagai kenyataan dan kebenaran tanpa reserve. Melalui penciptaan
realitas imajiner yang dibingkai dengan Kkata-kata dan berbagai macam
argumentasi (baik yang ilmiah, tcoritik maupun fiksi) sesuatu yang scbenarnya
hanya fantasi dan imajiner menjadi félk;a yang bisa mengarahkan kesadaran
masyarakat (Al Zastrow, dalam Heri Winarko,2000; vi).

Menurut Yasraf Amir Pilliang (Kompas, 2 Oktober 2000) upaya
penciptaan realitas imajiner dalam sajian media massa (baik dalam bentuk berita,
laporan maupun esai) sering disebut dengan istilah symulacrum, yakni ‘model
realitas’ yang tampak nyata, tetapi sebenamya palsu. Realitas disembunyikan di
balik citra realitas (image of reality) sedemikian rupa, sehingga antara ‘realitas’
dan ‘citra realitas’, antara ‘model’ dan ‘kenyataan’ tidak dapat dibedakan lagi.

Symulacrum menurut Al Zastrow (Heri Winarko, 2000; vii) merupakan
salah satu bentuk bias media massa, yang cenderung dapat ‘menyesatkan’

kesadaran masyarakat. Bentuk lain dari bias media distorsi, yang meliputi
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pendistorsian berita, baik pada dataran penafsiran, analisa maupun komentar
sehingga berita yang berkembang justru meluas dan kadang bertentangan dengan
berita pokok. Berikut ini diberikan berbagai contoh paling nyata dari pola bias
distorsi im tampak ketika misalnya, harian Republika (18 Desember 1998) -
sebagaimana hasil penelitian Bimo Nugroho, dkk. (1993) menurunkan berita
tentang demonstrasi mahasiswa menentang Habibie dengan judul ‘Mahasiswa
mulai Menggunakan Scnjata’. Pilihan framing ini jelas berkeinginan untuk
mcmbentuk  kesadaran masyarakat bahwa gerakan mahasiswa sudah mulai
anarkhis dan berbahaya.

Penggunaan kata mulai menggunakan senjata mensugestikan bahwa
gerakan mahasiswa sudah mulai keluar dari gerakan moral. Kata mulai —-menurut
Bimo Nugroho, dkk, (1999; 183)- ditekankan untuk mcngkomunikasikan bahwa
peristiwa ini adalah perkembangan baru. Jika sebelumnya mahasiswa sering
menggunakan batu sebagai cara bertahan atau perlawanan atas aparat keamanan
yang memakai senjata dan gas air mata, kini senjata itu bukan lagi dimaksudkan
sebagai cara bertahan tctapi bagian dari cara demosntrasi. Sedangkan kata
menggunakan itu sendiri mengacu kepada pengertian kesengajaan, terencana dan
bagian dani stratcgi dem.onstrasi mghasiswa. Pilihan judul yang demikian oleh
Harian Republika diperkuat dengan S$uatu penekanan tentang cara baru
demontsrasi mahasiswa menggunakan senjata.

*Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forkot, FKSMJ, Famred, dan

Gema ITB, kembali berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, kemarin,

Kali ini mereka tidak sekedar menggelar spanduk, meneriakkan yel-yel

atau memaki aparat keamanan, tapi juga mengacungkan bambu runcing
dan pentungan. Korban berjatuhan’
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Apa yang ditulis oleh Republika sangat kontras dengan berita yang
diturunkan oleh Kompas (18 Desember 1998) yang justru memandang bahwa
aparat keamanan bertindak keras dalam mengamankan demonstrasi dengan
pilihan judul “Insinden Berdarah Kembali Terulang”. Dalam tulisan tersebut,
Kompas jelas berkcinginan menunjukkan fakta betapa aparat keamanan bertindak
represif” dalam menangani demontsrasi mahasiswa. Tindakan tersebut kemudian
berujung pada jatuhnya korban di pihak mahasiswa.

‘Vera (mahasiswi angkatan 95, Fakultas Hukum UKI) tengkuknya
trauma berat. la adalah satu dari 21 mahasiswa korban tindakan aparat
keamanan, yang menccgat bus mahasiswa. Anggota-anggota ADBRI
micncmbaki bus yang sedang mengangkut mahasiswa dari Senayan ke arah
UKI persis di dacrah Cawang Atas.

Sctelah ban-ban bus kempes ditembaki, mahasiswa berhamburan
keluar. Begitu keluar pintu bus. Vera dihajar dan diinjak, sehingga
tengkuknya trauma berat. Tim dokter menyatakan, harus dilakukan

pembedahan untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara 20 mahasiswa
lainnya masih harus dirawat di Unit Gawat Darurat RS UKY’

Berdasar pada kedua fenomena pilihan framing tersebut di atas, maka.
secara uiiplisit dapat dimengerti betapa media massa mudah sekali menampilkan
sebuah analisis yang berbeda atas kasus yang sama. Perbedaan tampilan isi berita
sccara mcndasar tersebut mempunyai implikasi bahwa di antara media massa
telah terjadi sebuah distorsi berita (salah satunya atau mungkin juga semuanya).
Distorsi berita ini scringkali membuat bingung masyarakat untuk menarik
kesimpulan atas fakta yang sedang terjadi. Apalagi bila masyarakat (publik) hanya
mengetahui peristiwa tersebut dari pcmberitaan di media massa, maka mereka
akan beranggapan bahwa apa yang dikonstruksikan oleh media merupakan

kenyataan, meski itu hanya sekedar realitas media atau ‘citra atas kenyataan’.
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Pilihan framing yang berbeda inilah yang sering membuat kaburnya pemahaman
masyarakat atas peristiwa. Pada tingk:;ta-n ini maka kesalahan berpikir dari
masyarakat atau juga tokoh dan pengamat sosial politik dalam ‘membaca’ realitas
menjadi mudah muncul.

Bias media massa yang ketiga adalah redukrif, ayitu mengambil satu
bagian saja dari suatu data dan fakta yang sangat kompleks untuk dijadikan berita.
Pola seperti ini dikenal dengan istilah focusing, yaitu menulis suatu berita dengan
hanya memfokuskan pada suatu titik sasaran dengan mengabaikan faktor-faktor
yang ada di sekitarnya. .

Sedikit kcluar dari konteks kesalahan berpikir, contoh yang sangat
menonjol dari penggunaan perbedaan pilihan framing dari media massa ketika
mempersoalkan pcngangkatan Habibie menjadi Presiden pada tanggal 22 Mei
1997. Persoalan ini merupakan bahan kajian utama dari penclitian Bimo Nugroho,
Enyanto dan Franz Sudiarsis dari Institut Studi Arus Indonesia (ISAl) Jakarta.
Harian Republika misalnya menurunkan berita mengenai pengunduran diri
Socharto dan pengangkatan Habibiem dengan judul ‘Soal Pengunduran Diri HM
Socharto, Pakar Tata Negara: Sah dan Konstitusional’. Sementara Harian
Kompas, menurunkan berita dengan judul; Pengangkatan Habibie Pro-Kontra,
scdangkan harian Merdcka Icbih pm\;okatif dengan membuat judul; Pengangkatan
Habibic Adalah Masalah Politik’. Bahkan harian Merdeka juga menurunkan
berita dengan judul lebih keras lagi; “Socharto Ambil Putusan Sepihak™,

Ketiga media massa tersebut jelas berkepentingan untuk mengedepankan

pilihan politiknya masing-masing. Republika sebagai media yang diterbitkan oleh
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ICM jelas berkepentingan untuk terhadap Habibie sebagai patron politik mercka,
sehingga menampilkan /eadl/ine yang cenderung membelanya (Habibie) melalui
penguatan beberapa pakar hukum tatanegara secara nominal (3 orang) scperti
Yusril lhza Mahendra, Sri Soemantri dan Satya Arinanto. Harian Kompas, yang
sedikit lebih netral justru menampilkan berita yang tidak memihak, sedangkan
Merdeka, media yang selama ini dianggap dekat dengan Megawati memberikan
penckanan yang sangat berbeda dengan Republika, karena justru menganggap
bahwa pengunduran diri Socharto tidak sah secara konstitusional, dengan
demikian naiknya Habibie juga tidak konstitusional.

Dalam persoalan lain, misalnya tentang aksi massa (mahasiswa) yang
menuntut Habibie mundur dari kursi kepresidenan yaitu tanggal 4 dan 5 Oktober
1998, ternyata menghasilkan pilihan penekanan yang berbeda antar ketiga media
massa tersebut. Aksi massa yang terjadi pada awal Oktober 1998 tersebut banyak
didukung oleh tokoh-tokoh nasional, salah satunya adalah Barisan Nasional yang
dipimpin Kemal ldrnis. /-rame Republika dengan judul provokatif: “Peryataan
Barisan Nasional Mengarah Makar”. Republika yang sejak semula berkeyakinan
bahwa Habibie adalah presiden yang konstitusional, maka aksi massa yang
menuntut 1a mundur adalah gerakan yang tidak konstitusional. Pernyataan
dukungan dan Bamas —dengan sendirinya- dianggap dapat menggerakkan massa
untuk menurunkan Habibie sebagai presiden konstitusional, dan merupakan
gerakan makar, karena berupaya mengganti pemerintahan yang sah. Hal ini bisa

dilihat dari berita yang dimuat di Republika, 4 Oktober 1998:

LAPORAN PENELITIAN Fenomena Kesalahan Berpikir ... LIstoyono Santoso



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 32

“Pernyataan Barisan Nasional untuk mendukung gerakan massa
menggulingkan Presiden Habibie memancing reaksi berbagai kalangan.
Tokoh reformasi Dr. Amien Rais menilai niat kelompok Gerakan
Reformasi se-Jawa yang didukung Barisan Nasional tidak bisa
dibenarkan.”Menurut saya itu kelewatan” ujar Ketua Umum PAN
menjawab pertanyaan wartawan kemarin”,

Dalam kasus yang sama, Kompas menampilkan berita yang cukup hati-
hati untuk menilai peristiwa ini. Frame Kompas: Banyak Pihak Tidak Setuju
Pernyataan Barisan Nusional. Tampak jelas, jika harian ini menocoba
membiarkan perbedaan pendapat dan membeberkan apa adanya kepada khalayak.
Bahkan dalam berita yang lain, dengan nada santun, Kompas (5 Oktober 1998)
menurunkan frame: “Amien Rais tak Setuju Ancaman Barisan Nasional”. Hal ini
nampak dengan tulisan sebagai berikut :

R Ketua Umum DPP PAN Amien Rais menyatakan tidak setuju cara-

cara inkonstitusional, seperti gerakan massa yang didukung Barisan
nasional, untuk menggulingkan pemerintah yang sah......... ’

Harian Merdeka, yang memang sejak awal berbeda dengan Republika
dalam memahami naiknya Habibie jadi presiden, justf'u mengangkat frame: Yang
Dilakukan Barisan Nasional Hanya Perbedaan Pen;dapal. Dalam frame Merdeka,
posisi Habibie sebagai presiden itu sendiri memang saha secara konstitusional.
Tetapi, dalam perjalanannya, keberadaan Habibie itu sendiri banyak
dipertanyakan legitimasinya. Adanya demonstrasi atau orang menginginkan
Habibie turun dianggap wajar sebagai dinamika demokratisasi olch harian ini.
Harian Merdeka tidak lantas menyebut ‘miercka ini sebagai makar atau tidak
konstitusional. Kritik adalah bagian yang wajar karena Habibie memperoleh kursi

kepresidenan —meski konstitusional- tetap kontroversial. Frame inilah yang
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dipakai untuk menilai pernyataan dukungan Barnas untuk menjatuhkan Habibic
(Bimo Nugroho, dkk, 1999; 136).

Dalam mengangkat pilihan framing tersebut oleh Harian Merdeka
diturunkan judul “Menentang Habibie, Jangan Diartikan Makar” (5 Oktober
1998). Secara implisit, judul ini berarti bahwa semua gerakan yang menginginkan
Habibie mundur tidak bisa disamakan dengan tuduhan makar.

“Menentang kebijakan Presiden BJ Habibie jangan lalu diartikan makar,

kecuali kalau yang ditentang itu ideologi negara, dasar negara atau bentuk

negara. Jadi jangan menganggap perbedaan pendapat itu makar.

Demikiran penegasan salah seorang tokoh Bamas Letjen (Purn) Bambang
Triantoro kepada Merdeka di Jakarta, tadi malam.

Pilihan pada analisis framing yang mudah muncul pada era kebebasan pers
ini adalah cerminan dari begitu longgarkan media massa menafsirkan berbagai
peristiwa sosial-politik untuk dikonsumsi media. Akibatnya, yang muncul adalah
realitas media menjadi kenyataan, sementara rcalitas sosial yang dikonstruk
media terabaikan. Situasi imi, pada gilirannya cukup membuat bingung
masyarakat, karena mereka diharuskan membuat sebuah pilihan-pilihan berita
yang berbeda secara mendasar.

Keadaan yang demikian mengakibatkan semakin mudahnya media
menampilkan pernyataan-pernyataan —yang meski- diduga mengandung kesalahan
berpikir (dalan: alur berpikir logis)‘dari tokoh dan pengamat sosial politik di
Indonesia. Artinya, selama pernyataan tersebut, menarik untuk dikonsumsi —
sesuai dengan kepentingan ideologi (politik) maupun pasar (pembaca), maka
menjadi layak untuk ditampilkan di media massa. Karenanya, menjadi wajar bila

pada era awal reformasi, banyak media massa memberikan analisis yang berbeda
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atas sebuah peristiwa, juga dengan mengmpilkan tokoh atau pengamat yang
berbeda pula. Pada titik inilah kemudian mudah sekali terjadi sebuah kesalahan
berpikir, karena setiap pernyataan, seringkali diiringi dengan kepentingan ideologi
politik, emosionalitas dan kepentingan lainnya.

Pembahasan ini penting dikedepankan dalam penelitian ini untuk
memberikan suatu pemahaman bahwa kesalahan berpikir untuk menarik suatu
kesimpulan juga terjadi dalam media massa. Berbagai pernyataan yang hendak
dijadikan fokus kajian penelitian ini, terlepas apakah media massa melakukan
distorsi atau tidak, hanyalah untuk memberikan suatu argumen bahwa pola
berpikir sebagaimana yang termuat dalam media massa tersebut dapat
mengandung kesalahan dalam aturan hukum logika berpikir secara benar.

B. Kecenderungan Membuat Generalisasi Atas Realitas: Dalam Peristiwa

Konflik dan Kerusuhan di Indonesia

Setelah di awal bab ini dimunculkan berbagai bentuk perbedaan framing
dari berbagai media massa dalam memahami sebuah peristiwa, maka dalam
pembahasan ini, akan ditekankan pada bagaimana para tokoh dan pengamat sosial
dan politik justru menjadi subjek yang seringkali mengalami kesalahan berpikir
dalam membuat pecmyataan. Kalau di awal bab ini lebih ditekankan pada aspck
Jrame media massa menurunkan beritzi, maka dalam pembahasan selanjutnya ini
justru difokuskan pada tokoh dan pengamat yang memberikan analisis atas
peristiwa.

Fenomena kesalahan berpikir yang muncul dalam pernyataan para tokoh

dan pengamat sosial politik di media massa, biasanya lebih bersifat gencralisasi
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atau menjadikan sebuah kasus atau peristiwa dianggap sebagai representasi dari
peristiwa pada umumnya. Padahal satu dua kasus belum cukup representatif untuk
membuat sebuah kesimpulan yang sifatnya umum. Satu dua peristiwa hanya
cukup untuk memberikan kesimpulan atas peristiwa yang sifatnya temporal atau
tertentu, tetapi tidak bisa ia diturunkan untuk memberikan pembenaran atas kasus
lain yang sifatnya lebih general atau umum.

Pemyataan dan analisis yang belakangan seringkali muncul adalah ketika
banyak pengamat memahami fenomena kerusuhan antar etnis yang terjadi di kota
Sampit antara Madura dengan Dayak. Terdapat fakta bahwa pembunuhan dan
pmbersihan atas etnis (genocida) merupakan fakta sosial yang objektif, tetapi
pemahaman atas fakta tersebut ternyata seringkali memunculkan pernyataan yang
Justru cenderung stereotype, bahkan melegitimasi munculnya kekerasan.

Sebagai contoh adalah pernyataan atau tulisan Gimong Awan seorang
budayaan dari suku Dayak (Kompas, 4 Maret 2001) bahwa ;

".......Sesungguhnya Suku Dayak sangat mudah beradaptasi dengan

perubahan lingkungan maupun teknologi. Di perkotaan misalnya, Suku

Dayak masih membawa sifat toleransi tinggi dan memilih banyak

mengalah. Sebagai contoh, ketika kaum pendatang memasuki kota

Palangkaraya dan menguasai perdagangan. Suku Dayak cenderung

menggeser ketepian kota.......Tidak hanya itu, Suku Dayak vyang

umumnya hanya menguasai kapling tanah berdasarkan garapan (membuka
hutan), sering diambil  oleh  pendatang termasuk  etnis

Madura... ...... Namun, peristiwa demi peristiwa yang menyakiti hati orang
Dayak, tidak ada reaksi keras......... "

Pernyataan ini mengandung sesat pikir berupa Fullucy of Dramatic
Instance dan Mitos Deviant. Sesat pikir yang yang pertama menunjukkan dimana

terjadi  overgeneralized bahwa seolah-olah ketika ada etnis Madura yang
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mengusasi tanah Suku Dayak mengakibatkan banyak orang Dayak terpinggirkan.
Maka setiap etnis Madura -yang menguasai tanah- dianggap jahat, karena
melakukan pengambilan tanah orang Dayak.Padahal seringkali terjadi, pendatang
mempunyai etos kerja tinggi untuk dapat survival/ justcu karena dirinya adalah
pendatang. Schingga, peminggiran suku Dayak —jika memang terjadi- bukaniah
harus dijadikan alasan penguat bahwa orang Madura penyebabnya.

Model kcsalglhan berpikir yang demikian jelas menunjukkan terjadinya
fenomena Post Hoc Ergo Propter Hoc. Jenis kesalahan berpikir ini adalah
menganggap bahwa suatu keadaan merupakan penyebab dari keadaan yang lain.
Menurut Jalaluddin Rahmat (1999; 13) apabila ada peristiwa yang terjadi dalam
urutan temporal, maka kita menyatakan bahwa yang pertama adalah sebab dari
yang kedua.

Kedatangan kaum pendatang yaitu masyarakat Madura di perkampungan
Dayak, yang kemudian dianggap berimplikasi dalam menggeser masyarakat asli
(suku Dayak) merupakan alur Post Hoc Ergo Propter Hoc. Artinya, kedatangan
masyarakat Madura dianggap sebagai sebab terpinggirkannya suku Dayak.
Padahal tidak selamanya proses pergeseran (kepemilikan) tanah misalnya, sebagai
bagian dari kedatangan masyarakat Madura.

Kesimpulan yang demikian jelas membawa kita untuk melakukan
generalisasi atas satu dua kasus. Oleh karena itu, menurut Alfred Korzybski
sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat (1999; 10) ada baiknya dalam

berpikir kita melakukan during (penanggalan). Kalau menulis sesuatu, tulislah

haris dan tanggalnya, apdlagi ketika memilai orang lain. Muncultiya stereorype
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pada benak kita merupakan salah satu akibat dari kesahalan berpikir seperti ini.
Misalnya, ada orang Batak yang menyakiti hati Anda saat pertama kali anda
berjumpa dengannya. Pada perjumpaan lain, seorang Batak lain menyakiti hati
Anda lagi. Biasanya, tidak harus sepuluh orang, tiga saja sudah cukup untuk
membentuk stereorype pada diri Anda bahwa semua orang Batak galak.

Sehingga, meminjam terminologi Korzybski di atas untuk membereskan
fallacy of dramatic Instance ini, jika Anda bertemu dengan orang Batak, Anda
harus membuat indcks. Batak-4 tidak sama dengan Batak-3, Batak-2 tidak sama
dengan Batak-5. Dengan demikian satu dua kasus yang menimpa anda oleh orang
Batak tidak serta merta mempunyai makna dan kesimpulan bahwa semua orang
Batak mempunyai karakter sama dengan yang menyakiti Anda.

Pada persoalan pernyataan Gimong Awan di atas perihal kerusuhan etnis
antara Dayak dan Madura, bahwa sesat pikir yang ketiga adalah adanya miros
deviant, yaitu kecenderungan membenarkan setiap bentuk kepercayaan yang
sesungguhnya tidak mesti benar atau mitos. Mitos devianr ini berawal dari
pandangan bahwa masyarakat itu stabil, statis, dan tidak berubah. Kalaupun ada
perubahan itu adalah penyimpangan dari sesuatu itu adalah penyimpangan dari
sesuatu yang stabil (Jalaludin Rahmat, 1999; 22).

Pemyataan Gimong Awan bahwa orang Dayak sangat mudah beradaptasi,
bertoleransi tinggi, tidak menyukai kekerasan, cenderung mengalah, dan
sebagainya, merupakan sebuah kepercayaan atas orang Dayak yang -bisa-
berkembang sebagai mitos. Karena pernyataan seperti ini mengandung sebuah

kesimpulan (implisit) bahwa kalau kemudlan terjadl kekerasan antara Suku Dayak
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dan Suku lain, misalnya Madura, maka suku lainlah yang dinggap sebagai
penyebabnya. Hal ini mengingat ada mitos bahwa orang Dayak adalah
sebagaimana yang diungkapkan oleh Gimong Awan, sehingga tidak mungkin
melakukan kekerasan massa.

Apa yang ditulis oleh Giwong Awan ini, jelas kontraproduktif bagi
pemulihan dan penyelesaian atas kasus konflik SARA tersebut, karena lebih
mengunggulkan (kebaikan) salah satu pihak yang berseteru dan cenderung
menenggelamkan pihak lain. Dalam penafsiran tersebut, orang Madura (sclalu)
berada dalam posisi yang salah —-bagaimanapun keadaannya- dan mudah untuk
disalahkan. Apalagi keadaan tersebut diikutsertai dengan stercofype atas orang-
orang Madura selama ini yang cenderung bius turut pula memperparah deretan
panjang ‘kesalahan’ masyarakat Madura tatkala terjadi konflik yang melibatkan
dirinya.

Reproduksi tentang kesalahan masyarakat Madura dalam konflik di atas
Jjuga dilakukan oleh Tiel Jelau seorang Tokoh suku Dayak Kharismatik (saudara
kandung gubernur pcrtama dan pahlawan nasional Tjilik Riwut (alm)) yang
meminta selurub senjata tajam yang disita petugas dari massa (suku Dayak) di
sepanjang Kasongan-Pundu, Ampalit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Timur,
segera dikembalikan kepada peml:liknya (Kompas, 20 Desember 2000).
Menurutnya, senjata tersebut mempunyai nilai historis bagi suku Dayak:

........... mandau (senjata khas suku Dayak), tombak, dan sumpit

merupakan senjata yang memiliki arti tersendiri dan merupakan identitas
suku Dayak......."
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Pilihan terminologi identitas suku Dayak tersebut seolah memberikan
sebuah penekanan bahwa penyitaan senjata tersebut berimplikasi pada pudarnya
identitas suku Dayak. Setiap identitas, meskipun digunakan sebagai alat untuk
melakukan pembantaian, sebagaimana masyarakat Madura menggunakan celurit,
harus dihargai dan tidak boleh disita. Sebag.ai.tokoh masyarakat Dayak, maka Tiel
Jelau menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi atau presure kepada
kepolisian untuk mengembalikan senjata sitaan. Penggunaan otoritas untuk
memberikan argumen atas kepemilikan senjata untuk konflik inilah yang
kemudian dinamakan sebagai Argumen ad Verecundiam; yaitu berargumen
dengan menggunakan otoritas, walaupun otoritas itu tidak relevan atau ambigu.
Meskipun dﬁlam keadaan tertentu, argumen dengan menggunakan otoritas
diperlukan (apalagi memang mandau adalah identitas suku Dayak), tetapi dalam
konteks konflik yang melibatkan dua kelompok dengan identitas yang berbeda,
maka penyitaan senjata adalah langkah minimal yang ditempuh untuk mengurangi
penggunaan senjata, meski itu adalah identitas masing-masing kelompok. Setiap
identitas, tidak serta merta dapat berguna secara positif, sebagaimana mandau
(khas Dayak) dan juga celurit (khas Madura). Karenanya, penyitaan atas mandau
sesungguhnya tidak berhubungan dengan persoalan identitas suku Dayak,
melainkan langkah minimal kepolisiaﬁ.
Pernyataan Tiel Jelau selanjutnya menjadi semakin membuktikan
terjadinya kesalahan berpikir, dan cenderung ‘berbahaya’. Ketika ia menolak
kalau kerusuhan di Ampalit merupakan tindakan suku Dayak untuk mengusic

pendatang:
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Seveennas tidak benar kalu kami mengusir pendatang. Kami hanya
menegakkan keadilan bahwa tindak kriminal harus diproses secara
hukum....” (Kompas, 20 Desember 2000)

Pilihan kata-kata tcrscbut mempunyai kesimpulan terscbunyi betapa perilaku
pembunuhan sccara massal (genocida) yang dilancarkan olch suku Dayak (
mungkin juga oleh masyarakat Madura) adalah bagian dari upaya penegakkan
keadilan dengan dalih memberantas kriminalitas, yang dalam terminologi ini jelas
ditujukan kepada masyarakat Madura. Artinya, pemyataan tersebut mengandung
kesimpulan, perfama, masyarakat Madura adalah pelaku kriminal dan kedua,
tindak kriminal harus ditindak secara hukum, maka ketiga, pembantaian massal
terhadap masyarakat Madura (dianggap)' s;ebagai tuntutan hukum yang harus
ditegakkan karena mereka adalah pelaku kriminal,

Dalam hukum positif, pelaku kriminal harus diproses. Logika demikian
memang diakui kebenarannya, tetapi ketika persoalan itu menyangkut konflik
antara Dayak dan Madura, maka persoalannya sangat sulit untuk menjatuhkan
vonis bahwa yang satu adalah pelaku kriminal dan yang satunya sedang berupaya
memberantas kriminalitas. Apalagi reproduksi kata kriminal justru dibuat oleh
salah satu pihak yang sedang bertikai, maka implikasinya dapat memberikan
legitimasi atas kekerasan atas orang Madura oleh masyarakat Dayak.

Pilihan kalimat yang nyaris sama dalam memberi komentar atas konflik
tersebut juga dibuat oleh Prof. KMA Usop dan Sabran Achmad dari Lembaga
Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT),

bahwa:
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.............. pada dasamya suku Dayak tidak pernah anti terhadap kehadiran
pendatang. Hanya saja, kalau pendatang ingin berbuat seenaknya di daerah
ini, jelas akan mendapat perlawanan. Jika pendatang bisa membawa
celurit secara bebas, namun penduduk lainnya di tangkap. Kenyataan ini
menjadi pemicu kerusuhan di Ampalit........ * (Kompas, 19 Desember 2000)

Apa yang diintrodusir olch Prof. KMA Usop dan Sabran Achmad ini
semakin menambah deretan panjang ‘kesalahan’ masyarakat Madura, utamanya
di mata orang-orang Dayak. Secara implisit, keduanya, berkeinginan untuk
mengatakan bahwa kaum pendatang (masyarakat Madura) telah berbuat
seenaknya (...kalau kaum pendatang berbuat seenaknya...), sehingga memaksa
masyarakat Dayak memberikan perlawanan atas perbuatan (seenaknya) orang-
orang Madura. Pilihan kata kalau seolah memberikan suatu penekanan bahwa
kaum pendatang telah berbuat seenaknya kepada masyarakat Dayak, sehingga
berakibat pada munculnya perlawanan atas perbuatan seenaknya tersebut.

Pemyataan-permnyataan seperti ini disamping sangat sulit diper-
tanggungjawabkan secara logis, juga cenderung menyederhanakan peristiwa
kerusuhan massal yang berujung pada pembunuhan terhadap orang-orang Madura.
Artinya, karena........ orang Madura bawa celurit seenaknya......., dan seolah
dibiarkan oleh aparat, maka ketika suku Dayak membawa mandau seharusnya
juga dibiarkan untuk melakukan perlawanan. Minimal, diperbolehkan membawa
mandau juga sebagaimana orang Madura membawa celurit.

Dalam konteks ini bukan berarti masyarakat Madura benar dan suku
Dayak salah, tetapi (penelitian ini) hanya memberikan tekanan bahwa
pengambilan kesimpulan dan juga pilihan pemyataan atas realitas konflik sosial,

sigpapun dan kapanpun, akan mudah menyesatkan atau tertimpa kesalahan
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berpikir. Apalagi bila reproduksi pernyataan yang dibuat sangat kental dengan
kepentingan politik, keberpihakan serta emosionalitas. Penelitian ini juga tidak
berpretensi untuk membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain, tetapi
hanya mengungkapkan fenomena kesalahan berpikir dalam melihat realitas
konflik sosial tersebut, dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kalau kemudian
yang banyak ditemukan adalah pernyataan yang lebih membenarkan suku Dayak
dan menyalahkan masyarakat Madura, karena penelitian ini menggunakan metode
acak terhadap harian Kompas, tanpa mengurutkan hari dan peristiwanya,
Persoalan yang sama terjadi ketika para tokoh dan pengamat sosial
memberikan komentarnya terhadap kasus konflik berdarah di Ambon. Seorang
pengamat politik yang cukup terkenal dari Universitas Indonesia, Chusnul
Mariyah (Kompas, 8 Desember 1999) mengatakan :
............. sebenamya konflik merupakan hal wajar di tengah-tengah

masyarakat....masalahnya adalah bagaiman mengatur konflik tersebutyang
konstruktif dengan mencari akar permasalahannya......”

Pernyataan ini membuktikan betapa logika konflik dianggap sebagai sebuah
kewajaran atau keniscayaan sejarah yang mesti terjadi. Bagi, Chusnhul Mariyah,
yang penting adalah pcngelolm konflik agar ia dapat berkembang menjadi suatu
keadaan yang konstruktif dalam masyarakat.

Penggunaan kalimat atau pilihan kata dari Chusnul Mariyah ini termasuk
jenis Fallacy of Restrospective Determinism. Menurut Jalaluddin Rahmat (1999,
11) kesalahan berpikir im merupakan suatu kebiasaan orang yang menganggap
masalah-masalah sosial yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis

memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang
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cukup panjang. Determinisme selalu saja lebih memperhitungkan masa silam
daripada masa mendatang.

Chusnul Mariyah mencoba berpikir restrospective (melihat ke belakang)
atau historis dari sejarah panjang konflik dalam peradaban manusia, dimanapun,
dan menganggap bahwa konflik itu muncul seakan-akan sudah ditentukan
(determined) di dalam sejarah yang lalu. Konflik memang selalu ada dalam
masyarakat, tetapi bukan kemudian berarti bahwa konflik menjadi sebuah
keharusan dalam scbuah sejarah. Pilihan kata yang penting adalah mengatur
konflik tersebut yang konstruktif dari keseluruhan kalimat Chusnul Mariyah dapat
bermakna ganda yang seolah-olah membenarkan secara teoritis terjadinya konflik
yang meluas. Apalagi ketika konflik yang dimaksud misalnya, mengusung atau
berdimensikan agama sebagai katalisatornya, scbagaimana yang terjadi dalam
konflik di Ambon. Penerjemahan kata konflik akan sangat beragama dalam
persepsi masyarakat, sehingga terminologi mengatur konflik yang konstruktif
dapat berujung pada pembenaran teoritis atas fakta adanya konflik berdarah di
Ambon.

Konflik atas nama agama secara historis memang pemah terjadi, tetapi
tidak serta bahwa keadaan tersebut harus digunakan sebagai alasan pembenar.
Pernyataan yang cukup ‘berbahaya’ (dalam artian mengandung implikasi negatif
yang cukup mendasar) —dalam konteks ini- adalah pernyataan Menteri Agama
Tolhach Hasan (Kompas, 15 Desember 1999) setelah menghadiri rapat tertutup

Panitia Kerja (Panja) mengenai Ambon di Gedung MPR/DPR,
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‘wesenidgama  sesungguhnya juga mempunyai  kekuatan integrasi,
tergantung dari penghayatan umatnya terhadap agama masing-masing....."

Penggunaan kata sesungguhnya juga yang merupakan penjelasan lebih lanjut
tentang kata agama, memberikan makna pembenaran adanya dimensi konflik
yang dimunculkan oleh agama. Selain memiliki kekuatan integrasi, berarti agama
juga mempunyai kekuatan untuk memisahkan, terlihat dari penekanan kata
sesungguhnya juga. Meskipun realitas menunjukkan bahwa agama mempunyai
kekuatan yang sifatnya paradoks, sebagaimana dimaksud oleh Tolchah Hasan,
tetapi hal tersebut tidak kemudian bisa menjadi alat pembenar munculnya konflik,
terutama bagi masyarakat yang memahaminya.

Kalau menggunakan pendekatan Jalaluddin Rahmat (1999), apa yang
diintrodusir oleh Menteri Agama, Tolchah Hasan merupakan fallacy of Dramatic
Instance dan Post Hoc Ergo Propter Hoc. Pada jenis yang pertama, Menag telah
melakukan over-generalized atas satu dua (kasus) ajaran agama yang secara
implisit mengandung konflik.Bahwa pernah terjadi konflik karena ada penafsiran
atas ajaran agama yang berdimensikan konflik memang benar, tetapi menjadi
tidak arif bila kemudian seorang tokoh publik, dalam kapasitasnya sebagai
Menteri Agama, melontarkan pemyataan yang seolah memberikan alasan
pembenar betapa konflik memang ada dalam ajaran agama, meski tidak harus
dibenarkan.

Sedangkan pada jenis kedua, Menag Tolchah Hasan memberikan suatu
alasan pembenar tentang penyebab terjadinya konflik di Ambon yang

berdimensikan agama. Terminologi sesungguhnya juga, juga mengandung alasan
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penyebab bahwa telah terjadi konflik yang disebab (post hoc) oleh agama.
Padahal —bisa saja- penyebabnya adalah persoalan ekonomi atau politik, tetapi
dengan menggunakan agama sebagai faktor peletupnya. Faktor inilah yang
menjadikan kerusuhan semakin sexist dan mendasar, karena agama diikutsertakan
dalam bagian dari konflik.

Secara historis, memang bahwa sejarah agama-agama, atau mungkin
tepatnya sejarah sosial berabad-abad menunjukkan bahwa struktur internal dari
agama-agama tersebut (baik institusi ajaran, kegiatan misi, kepemimpinan) telah
melahirkan potensi konflik. Tidak bisa dipungkiri, khususnya di masa lalu,
konflik-konflik antar agama acapkali dipicu oleh perbedaan doktrinal yang
dipelihara sebagai keyakinan absolut. Sudah barang tentu harus diakui pula bahwa
ada banyak faktor ‘non-agama’ (seperti faktor ekonomi, sosial, kultural, politik
dan keamanan) turut serta menjadi bagian yang melahirkan perseteruan serta
konflik tersebut (Th. Sumartana, dkk, 2001; 79). Tetapi, melibatkan agama dalam
melihat konflik di Ambon, apalagi dikemukakan oleh pejabat publik, akan
semakin memperuncing dan mengendapkan konflik pada dimensi yang
substansial serta semakin sulit untuk diselesaikan.

Menariknya, berbagai pemyataan yang dikeluarkan untuk memahami
peristiwa konflik sosial antar etnis dan ‘agama’ di atas, tidak saja dikeluarkan
untuk ‘membaca’ kasus tersebut dalam sisi konfliknya, tetapi juga dikeluarkan
oleh tokoh dan pengamat lainnya dalam rangka untuk melihat konflik dalam sisi

yang berbeda, utamanya dalam soal semakin berlarut-larutnya konflik tersebut.
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Sekjen Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) Letjen TNI
(Purn) Soeyono, misalnya, justru melihat dari problem dominasi militer yang
berkurang scbagai salah satu sebab tidak pemah selesainya secara tuntas
persoalan konflik berbau SARA dlfilndoncsia. Dalam Kompas (10 Februari 1999),
ia mengatakan :

....... banyaknya kerusuhan antar sipil yang memakan korban dan kerugian
harta benda telah mengancam eksistensi serta keutuhan negara. Ancaman
perpecahan itu hampir sama dengan ketika Indonesia menganut paham
demokrasi liberal........... ketika itu Indonesia menganut demokrasi liberal,
peranan militer dalam penyelenggaraan kehidupan negara hampir tidak

dominan. Saat itu Indonesia menghadapi pemberontakan bersenjata yang
mengancam eksistensi dan keutuban negara.........

Pemnyataan Letjen TNI (Purn) Soeyono ketika membuka seminar Hubungan Sipili
Militer di Lemhamnas tersebut kalau dipahami secara mendasar tampaklah
scbuah kalimat yang tersembunyi di dalamnya, yaitu bahwa dengan tidak
dominannya militer dalam kehidupan bernegara, telah mengakibatkan kerusuhan
antar sipil di Indonesia tidak pernah dapat diselesaikan dengan tuntas. Kalau
dirunut secara logis, apa yang diintrodusir Soeyono berintikan: premis / militer di
era sekarang tidak dominan, premis 2 kerusuhan antar sipil semakin memakan
korban yang banyak, konklusinya agar kerusuhan antar sipil tidak memakan
korban lagi, maka militer harus ;10minan.

Secara implisit, pernyataan tersebut bermakna historis bahwa pada masa
sebelumnya telah terbukti bahwa dominasi militer dalam kehidupan berbangsa
dan bermegara mampu menghilangkan setiap potensi munculnya kerusuhan antar
sipil. Justru, dengan era reformasi yang ditandai dengan keinginan kuat

mengembalikan militer kedalam baraknya, dalam logika Letjen TNI (Pum)
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Soeyono adalah salah satu penyebab hilangnya dominasi militer. Era reformasi
yang berhasil menurunkan kekuasan' rezim Soeharto (seolah) kemudian
berimplikasi kepada kemampuan militer untuk menyelesaikan problem kerusuhan
antar sipili.
Hal yang sama tampaknya juga pernah dikemukakan oleh Jendral TNI
(Pum) Edi Sudrajat (Kompas, 30 Desember 1998), yang mengatakan :
“....dulu selama 32 tahun mengawal kekuasaan Soeharto, aparat
keamanan begitu sigap dan kukuh dalam mengatasi masalah instabilitas

nasional, tetapi setelah Soeharto turun tiba-tiba aparat menjadi tidak
berdaya mengatasi keamanan yang begitu penting secara nasional.......... ?

Dengan demikian, secara implisit jelas termuat sebuah kesimpulan betapa militer
hanya berkepentingan untuk mengawal kekuasaan Socharto selama 32 tahun, dan
buktinya stabilitasnasional terjamin. Ketika rezim Socharto runtuh, maka militer
(seolah) tidak berkepentingan untuk menjaga stabilitas nasional. Namun
demikian, kalimat di atas mempunyai makna ganda, di saru sisi, Edi Sudrajat
memberikan bukti bahwa sclama 32 tahun pada kekuasaan Socharto, militer
sanggup mengatasi stabilitas nasional, tetapi di sisi lain,dia mempertanyakan
ketidakmampuan militer mengatasi intsabilitas nasional yang terjadi, padahal
sudah teryji selama 32 tahun.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pernyataan-pernyataan di atas
merupakan Post Hoc FErgo Proplér Hoc, bahwa disebabkan berkurangnya
dominasi militer, mengakibatkan kerusuhan sosial antar sipil tidak pernah
diselesaikan secara tuntas. Artinya, kerusuhan sosial antar sipil adalah akibat logis

(Propter Hoc) sebuah sebab yaitu berkurangnya dominasi militer (Post Hoc). Pola
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berpikir yang demikian, apabila dikembangkan dan disebarluaskan dalam ranah
kognisi masyarakat (publik) akan berakibat pada asumsi; kalau demikian era
reformasi ternyata berakibat pada memburuknya situasi negara Indoncsia, maka
saatnya kita kembali pada keadaan yang lalu.

Realitas ini kalau tidak disadani akan memunculkan sebuah gejala yang
cukup nyata yaitu lahirnya krisis kepercayaan terhadap bangsa Indonesia sekarang
ini (pasca rezim Soeharto) tentang kemampuan dirinya untuk mengatasi krisis dan
membangun masa depan yang baru. Menu'ru; Ignas Kleden (dalam Frans Farera,
peny., 1999; 3) adapun sebuah gejala yang cukup nyata dari krisis kepercayaan ini
adalah perasaan letih dalam menghadapi krisis dan kejenuhan menghadapi serba
gejolak dari masyarakat. Muncullah apa yang kemudian disebut sebagai gejala
mental fatigue menghadapi perubahan dan kegetiran melihat transisi dan
ekguncangan yang diakibatkan oleh reformasi. Hal ini tampak dan sebuah
pemyataan beberapa anggota masyarakat di Jakarta dalam sebuah polling yang
dilakukan Kompas (23 September 1999) yang intinya adalah ‘daripada
membiarkan keadaan tidak menentu ini berlarut-larut maka kita mungkin harus
realistis untuk menerima kembali suatu pemerintahan otoriter terbatas yang diberi

waktu dua tahun, misainya’.

C. Kesalahan Berpikir dalam Konstruksi Nalar ‘Negara’
Selain temuan di atas, penelitian ini juga menemukan berbagai bentuk
pemyataan yang mengandung kesalahan berpikir dalam politik kekuasaan.

Arttinya, kesalahan berpikir ternyata juga banyak terjadi tidak hanya dalam
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‘pembacaan’ masyarakat atas konflik sosial di Ambon, Sambas dan Aceh, tetapi
juga mudah muncul dalam konteks perebutan kekuasaan dalam konstelasi
perpolitikan nasional. Hal ini dianggap wajar karena dalam media massa (pers)
sclalu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi politisi dan pengamat sosial-
politik untuk memproduksi bahasa lewat pemyataan-pernyataannya.

Willian J. Small (1972; 76) mengatakan bahwa pers bagi para politisi itu
ibarat cermin di pagi hari, di mana ia bisa melihat diri sendiri. Lewat pers tindak-
tanduknya (dan kapasitasnya, pen.) dinilai, hingga terbentuklah imaji massa
tentang dirinya. Politisi (dan pengamat, pen.) dan massa, baik pendukungnya
maupun bukan dihubungkan oleh pers. Dalam konteks ini menurut Bimo
Nugroho, dkk (1999; 11) maka wajar jika para politisi menghitung kekuatan pers,
lantaran pers bisa dalam hitungan waktu singkat melambungkannya atau
sebaliknya menghempaskan mereka sampai jurang yang paling dalam.

Harus diakui bahwa pers Indonesia pasca jatuhnya rezim Soeharto
mengalami liberalisasi yang cukup signifikan. Transisi demokrasi sebagai akibat
runtuhnya rezim otoriter telah mengubah wacana politik sangat berarti dengan
memberi arti bagi menguatnya kebebasan pers. Kebebasan pers ini kemudian
dimanfaatkan oleh politisi dan pengamat untuk saling berlomba-lomba
mengeluarkan pémyataan-pemyataaﬁ agar dimuat dalam ‘ruang’ yang diberikan
oleh pers. Meski tetap harus diakui bahwa kekuatan pers liberal tctap tidak
dikendalikan oleh para politisi dan pengamat, melainkan oleh para jurnalisnya.
Sehingga, tidak berlebihan bila dalam konteks ini pers (media massa) sanggup

melakukan manipulasi pernyataan (fakta) bahkan mereduksinya dalam sebuah
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distorsi. Hal ini tampak jelas ketika seringkali terjadi klarifikasi oleh tokoh dan
pengamat politik atas pernyataan yang dibuat di media massa tertentu,

Terlepas dari problem ini, penelitian ini, sebagaimana dijelaskan pada bab
awal tidak difokuskan pada proscs manipulasi data olch media massa, tetapi tetap
berusaha untuk membongkar berbagai pemyataan yang acapkali muncul di media
massa melalui analisis wacana atas teks tersebut. Artinya, diluar problem
manipulasi media massa, setiap pemyataan yang dikeluarkan oleh tokoh dan
pengamat sosial politik dapat berimplikasi negatif apabila ia dikonstruks sccara
negatif pula. Pembentukan pemnyataan melalui pilihan-pilihan kalimat tertentu
scringkali memiliki makna terscmbunyi, apalagi bila pernyataan terscbut
berkonotosi politik.

Misalnya, persoalan keinginan lepasnya Timor-Timur (Timtim) dari
pangkuan Indonesia ternyata memberikan tafsiran beragam atas problem tersebut.
Banyak pihak menganggap, bahwa keingingan lepasnya Timtim merupakan suatu
bentuk kegagalan pemerintah lndones'ia. (negara/state) dalam menjalankan
diplomasi luar negerinya (Kompas, 5 Februari 1999). Kegagalan tersebut
berimplikasi pada dukungan masyarakat Internasional atas tuntutan referendum
(merdcka) masyarakat Timtim.

Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Menteri Ali Alatas
(Kompas, 6 Februari 1999) bahwa persoalan Timtim merupakan kegagalan
bersama, bukan sebagai kegagalan diplomasi.

............ persoalan Timtim bukanlah scbgaia akibat kegagalan diploasi di

luar negeri, melainkan merupakan kegagalan bersama. Bahwa setelah 23
tahun kok Timtim masih menjadi persoalan ’

...........
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Pernyataan Ali Alatas ini jelas merupakan bagian dari keinginan negara (stare)
untuk lepas tangan atas persoalan yang menimpa Timtim. Bahwa Timtim selama
32 tahun telah menjadi bagian integral bangsa Indonesia adalah proses
kescpakatan semua elemen bangsa. Tetapi, kalau kemudian ia menjadi bangsa
yang merasa gagal menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dalam perspesi Menlu
Al Alatas adalah kegagalan bersama menjadikan mereka sebagai bagian dari
bangsa Indonesia.

Pilihan kata kegagalan bersama merupakan salah satu bukti betapa negara
(state) berusaha melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara keutuhan
bangsa ini. Tampaknya terminologi Andre Ate Ujan (Tim Maula, ed., 1999; 57)
benar ketika ia mengatakan bahwa yang menjadi pola umum dari penguasa
selama ini adalah bahwa setiap krisis dan gejolak sosial harus menjadi tanggung
jawab bersama.

Stereotipe ini rupanya berangkat dari tesis dasar bahwa suatu negara
adalah hasil kesepakatan bersama. Karena itu, juga menjadi kewajiban dan
tanggung-jawab bersama untuk memeliharanya. Posisi politik seperti ini tentu saja
ada benamya. Tetapi, berangkat dari tesis ini, setiap kesalahan lalu dilihat sebagai
kesalahan bersama dan, karena itu juga, menjadi tanggungjawab bersama. Hal ini
Justru merefleksikan suatu etos politik yang rancu. Artinya, negara —dalam
konteks ini adalah Menlu Ali Alatas- selalu berupaya untuk melemparkan setiap

bentuk kesalahan yang diperbuatnya secbagai tanggungjawab bersama, bukan

hanya negara.
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Pemyataan Menlu Ali Alatas jelas menunjukkan kesalahan penerapan
logika berpikir dan mengandung sejumlah paradoks di dalamnya. Lalu,
bagaimana halnya dengan pertanggungjawaban atas penyimpangan-penyimpangan
yang dilakukan oleh negara (penguasa) ? Apakah masyarakat juga harus
dilibatkan sebagai bagian dari penyimpangan bersama, sehingga mereka harus
dihukum atau digugat ? Tampaknya, pemahaman seperti ini sebagai akibat —
meminjam terminologi Andre Ate Ujan- scbagai kolektivitas naif atau
kebersamaan yang tidak jelas dan ironi.

Pemyataan kegagalan bersama dari Menlu Ali Alatas di atas juga
memberikan suatu strategi politik negara dalam melepaskan diri dari kewajiban
moral maupuan legal untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada
rakyat. Terminologi tanggung jawab bersama —sesungguhnya- memberikan suatu
makna implisit bahwa tidak ada lagi yang dimintai tanggung jawab atas perbuatan
negara. Sebagaimana dikatakan oleh Hanand Arendt (Tim Maula, ed, 1999, 58):

S ketika dikatakan bahwa semua orang bertanggungjawab,

sesungguhnya hal ini  berarti bahwa tidak ada seorangpun

bertanggungjawab. Sebab, dalam tanggungjawab bersama sesungguhnya
tidak ada alamat yang tegas dan jelas kemana pertanggungjawaban itu
diminta.Kerena itu jelaslah bahwa tanggungjawab bersama batrangkali
menjadi ideologi politik............ ’
Dalam konteks ini, maka jelaslah betapa pernyataan Menlu Ali Alatas merupakan
strategi politik dari negara untuk untuk menancapkan ideologi politiknya. Namun,

harus disadari betapa pada saat yang sama, hal itu bisa menjadi kendala tuntutan

perubahan, karena segalanya menjadi kabur dan tidak transparan. Dimana, tang-
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gungjawab bersama dapat menjadi ideologi politik yang efektif bagi penguasa
(negara) yang tidak tahu (mau) bertanggungjawab.

Jalaluddin Rahmat (1999; 19) menyebut pola berpikir sebagaimana Menlu
Ali Alatas tersebut sebagai IFallacy of Composition, yaitu kesalahan berpikir yang
dilatarbelakangi oleh penggunaan komposisi (misal: asumsi dasar) pemyataan
yang salah, schingga berimplikasi pada kesalahan dalam menafsirkan kenyataan
yang hendak dipahaminya. Misalnya, dalarh kasus Menlu Ali Alalas, kesalahan-
nya terletak dari penggunaan kalimat tanggungjawab bersama sebagai implikasi
dari adanya asumsi dasar bahwa negara (sfate) terbentuk sebagai kese-pakatan
bersama, schingga segala kesalahan yang dilakukan oleh negara menjadi
kesalahan bersama.

Pernyataan yang nyaris sama juga dikeluarkan oleh Habibie (Kompas, 12
Februari 1999) ketika ia —dalam kapasitasnya sebagai Presiden- mengatakan bah-
wa pada tanggal 1 Januari 2000 nanti, Timor Timur tidak lagi menjadi beban bagi
bangsa Indonesia. i’emyataan ini secara implisit memberikan suatu pembenaran
betapa Timtim selama 32 tahun menjadi beban bagi negara, utamanya pada peme-
rintahan Presiden Habibie. Sehingga, dengan memberikan opsi untuk referendum
bagi Timtim dalam pandangan Habibic dianggap sebagai pelepasan salah satu
per-soalan yang membebani bangsa Indonesia.

T mulai tanggal | Januari 2000 mendatang, Timtim sudah tidak lagi
menjadi beban bagi kita. Karena kita telah memberikan jalan bagi Timtim
untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia atau lepas menjadi bangsa
yang merdeka........ Sehingga, saat itu Pemerintah Indonesia hanya akan

memusatkan perhatiannya pada 26 propinsi dan tidak diganggu lagi
dengan masalah Timtim....
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Pernyataan ini memberikan makna yang sama dengan apa yang dilontarkan oleh
Menlu Ali Alatas di atas, yaitu sama-sama mencoba melepaskan diri secara
implisit dari suatu tanggunjawab negara atas kondisi daerah yang menjadi bagian
kekuasaannya. Selama 32 tahun Timtim bergabung dengan negara Indonesia,
termyata bagi Habibie dianggap sebagai beban yang mengganggu bagi perjalanan
sejarah bangsa ini. Apalagi penggunaan kalimat /epas menjadi bangsa yang
merdeka seolah semakin membenarkan bahwa bangsa Indonesia melakukan
penjajahan kepada bangsa Timtim selama 32 tahun. Sebab, kalimat menjadi
bangsa yang merdeka secara eksplisit berarti bahwa bangsa (Timtim) berada
dalam cengkeraman penjajahan (bangsa Indonesia). Kalau demikian halnya, maka
yang menjadi persoalan sesunggqhnya, bukan 32 tahun Timtim menjadi beban
bagi kita, justru sclama 32 tahun kita (bangsa Indonesia) menjadi beban bagi
mereka (bangsa Timtim).

Pernyataan-pernyataari pejabat publik yang demikian adalah representasi
dari betapa mudahnya media masa menyediakan ruang bagi mereka untuk
mereproduksi pernyataan sesuai dengan keinginan dan kepentingan politiknya
serta ideologinya. Realitas ini semakin me;n;.)erkuat tesis Gramsci (1971) bahwa
media merupakan arena pergulatan antarideologi yang saling berkompetisi (t4e
battle ground fo competing ideologies)‘. Berbagai kepentingan politik dan ideologi
mudah direpresentasikan oleh media.

Ketika nalar negara, dalam kontcks ini adalah pemerintah Habibie,
menggunakan media massa untuk menyebarluaskan secara perpasive pola pikir

negara dalam ruang kesadaran masyarakat, maka media massa —meminjam

LAPORAN PENELITIAN Fenomena Kesalahan Berpikir ... LIstoyono Santoso



IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

55

terminologi Karl Deutsch- (dalam Effendy, 2000: 325) telah berperan sebagai
‘urat nadi pemerintah’ (the nerves of government). Habibie sebagai ‘negara’
sangat berkepentingan untuk menginformasikan kepada publik bahwa kebijakan
politik memberikan opsi referendum bagi Timtim adalah benar, karena 32 tahun
ia menjadi beban berat bagi bangsa Indonesia. Konsekuensi logisnya, beban berat
itu harus disingkirkan, minimal dengan memberikan kemerdekaan bagi Timtim.

Dalam nalar negara, maka Timtim dianggap sebagai ‘batu kerikil’ yang
menghambat laju perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Padahal gejolak di
Timtim seharusnya dipahami sebagai sebuah persoalan kebangsaan yang menjadi
tanggungjawab bagi negara untuk menyelesaikannya. Bukan dengan melemparkan
menjadi tanggungjawab bersama.

D. Kesalahan Berpikir dalam Politik Keckuasaan: Sekitar Rebutan
Pengaruh dalam Kekuasaan

Konstelasi politik nasional pasca berakhirnya rezim Orde baru ditandai
dengan munculnya berbagai partai politik yang siap untuk menjadi peserta
pemilu.Kondisi tersebut diakui memang menjadi salah satu bagian dari
munculnya kebebasan untuk menyampaikan ekspresi politiknya secara bebas.
Setelah 32 tahun lebih ekspresi politik masyarakat diberangus dengan kebijakan
penyederhanaan partai politik, maka kondisi awal reformasi seolah menjadi
momentum munculnya cuphoria politik masyarakat.

Keadaan demikian mendorong munculnya berbagai pernyataan dan
komentar atas kondisi perpolitikan nasional, utamanya berkatan dengan politik

kekuasaan. Tiap partai politik melalui tokohnya berlomba-lomba memberikan
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komentar melalui media massa. Keinginan‘kuat untuk memberikan pemyataan
atau mungkin juga media massa memburu para tokoh tersebut untuk dimintai
keterangannya tentang suatu peristiwa mendorong munculnya berbagai
pernyataan yang secara tidak disadari mengandung paradoks (bermakna ganda),
mempunyai kesimpulan tersembunyi (implisit) dan tidak jarang yang justru
memberikan pernyataan yang menurut alur logika berpikir logis termasuk fallucy
(kesalahan berpikir).

Pernyataan tersebut misalnya menyangkut soal larangan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) berpolitik. Seorang Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara,
Syarifuddin S misalnya yang kebetulan adalah seorang PNS yang lebih memilih
tetap sebagai pengurus partai Golkar dan melepas baju PNS-nya. Pilihan politik
seperti ini sesungguhnya wajar, tetapi menjadi tidak wajar ketika alasan yang
dikedepankan dalam menentukan pilihan politiknya.
...... sangat tidak etis kalau saya meninggalkan Golkar yang membesarkan
saya. Dalam keadaan saat ini Golkar membutuhkan pertolongan. Lalu
siapa yang akan menolong Golkar kalau ia ditinggal oleh kader-kader
terbaiknya yang pernah dibesarkannya. Apalagi Golkar juga telah berjasa
mengantarkan bangsa ini dalam kemajuan masyarakat. Kalau Golkar salah

seharusnya jangan dilihat Golkamya dong, tetapi oknum di dalamnya
...... ’(Kompas, 6 Februari 1999)

Dalam pernyataan tersebut terdapat kata membutuhkan pert(;longan untuk
menunjukkan kesan bahwa Partai Golkar sedang menderita, minimal ‘dianiaya’
secara politik sejak jatuhnya rezim Orde Baru. Padahal secara institusional —scha-
rusnya- Golkar memang bertanggung jawab (sccara moral) atas terjadinya krisis
sosial ekonomt, karena sejak awal ia telah memproklamirkan diri sebagai partai

pemerintah. Ketika pemerintahan rezim mengalami krisis kepercayaan, maka
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konsekuensi logis adalah munculnya krisis kepercayaan dan ‘hujatan’ terhadap
Golkar.

Penggunaan kata feluh berjasa mengantarkan kemajuan masyarakat dan
kalau Golkar saluh, maka jangan dilihat Golkarnya tetapi oknum didalamnya
adalah bukti dari strategi untuk keluar dari tanggung jawab atas keadaan yang
sedang terjadi. Pilihan kata ini sebetulnya seperti Post Hoc Ergo Propter Hoc,
bahwa setelah Golkar menjadi partai pemerintah dan diberi kesempatan
menjalankan roda pemerintahan maka masyarakat menjadi semakin maju
daripada sebelumnya. Padahal dengan mudah kita bisa membuktikan kesalahan
ini dengan mengatakan: ‘Betul itu. Tetapi dulu pada tahun sekian sampai tahun
sekian, sebelum Golkar memerintah, jumlah penduduk miskin sekian, setelah
Golkar memerintah ternyata jumlah penduduk miskin bertambah’. Atau juga bisa
dipatahkan dengan mengatakan:’ketika Golkar menjadi pemenang pemilu justru
uang negara yang dikorupsi semakin banyak daripada pemerintahan sebelumnya’.

Sementara penggunakan kata oknum di dalamnya adalah bukti dari
pelemparan tanggungjawab, sebagaimana dalam pembahasan awal bab ini.
Penyebutan oknum adalah menunjuk pada terminologi yang tidak jelas, ditujukan
kepada siapa. Padahal dalam konteks politik kekuasaan rezim Orde Baru, maka
Golkar tetap harus dilihat secara institusional, bukan personal.

Kalau diperhatikan secara mendalam, dalam pernyataan Syarifuddin S
tersebut mempunyai kesimpulan tersembunyi (implisit) bahwa dirinya adalah
kader terbaik dari Golkar: bagaimana nasib Golkar kalau ditinggal kader-kader

terbaiknya. Ketika dirinya mau melepas keanggotaannya sebagai PNS dan
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memilih bertahan di Golkar seolah menunjukkan bahwa ia adalah kader terbaik
yang bertanggungjawab. Kalimat ini memang tidak mengandung kesalahan
berpikir, hanya mcnunjukkan ada penekanan untuk menonjolkan kemampuan
personal saja, yaitu sebagai kader terbaik.

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Jenderal TNI (Purn)
Edi Sudrajat tatkala memberikan komentar berkaitan dengan kesediaan dan
kesiapannya sebagai calon presiden dari PKP (Kompas, 18 Februari 1999):

‘Seorang calon presiden tidak ujuk-ujuk tampil. la harus teruji paling tidak

sejak lima tahun, sepuluh atau 20 tahun yang lalu, termasuk dalam hal
wawasan kebangsaan’

Dalam pernyataan ini terdapat kesimpulan tersembunyi untuk melemahkan atau
mematahkan peluang calon presiden yang lain, yaitu bahwa dirinya (Edi Sudrajat)
sudah teruji secara empirik dalam kepemerintahan Soeharto sehingga
menganggap representatif untuk menjadi calon presiden. Apalagi dalam
pemyataan tersebut terdapat kalimat ftermasuk dalam hal wawasan
kebangsaannya. Kalimat ini jelas menekankan suatu syarat berupa kualitas
semangat nasionalisme dari seorang calon presiden. Padahal ukuran dari reruji
dalam hal wawasan kebangsaannya adalah sesuatu yang abstrzik, kecuali kalau itu
diletakkan dalam konteks permah menduduki jabatan strategis dalam bidang
wawasan kebangsaan. Hal itu berarti bahwa dirinya yaitu Edi Sudrajat adalah
paling memenuhi syarat sebagai presiden, karena apa yang diutarakannya
sesungguhnya berkeinginan untuk menyebut deretan panjang pengalamannya

dalam pemerintahan. Apalagi biasanyé kata wawasan kebangsaan selalu lekat
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dalam identitas militer, dan Edi Sudrajat adalah seorang militer dengan pangkat
tertinggi, sehingga tidak perlu lagi diragukan kadar wawasan kebangsaannya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Amien Rais yang juga menyatakan
siap menjadi calon presiden. Scbagai calon presiden, Amicn Rais juga
berkepentingan untuk memberikan berbagai pemyataannya dengan menggunakan
media massa. Sebagaimana diketahui, di awal gerakan reformasi, Amien Rais
mcrupakan salah satu dari sekian tokoh yang.paling sering dijadikan sumber atau
referensi berita,

Salah satu pernyataan Amien Rais di harian Kompas (18 Februari 1999)
berkaitan dengan syarat calon presiden Indonesia juga sangat mengedepankan
alasan kepentingan politik kekuasaan yang ingin diraihnya. Sebagai calon
presiden, sebagaimana Edi Sudrajat, Amien Rais mengajukan enam syarat untuk
menjadi presiden. Sebagaimana Edi Sudrajat juga, syarat-syarat tersebut juga
berkaitan dengan kemampuan yang melekat pada dirinya. Logikanya, jika seorang
merupakan calon presiden dan kemudian ia menawarkan syarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk menjadi calon presiden, maka syarat tersebut pasti bersentuhan
dengan keadaan dirinya. Hampir mustahil bila seorang calon presiden justru
mengajukan syarat-syarat yang tidak mungkin dimiliki atau diraihnya.

‘Seorang calon presiden haru§ memiliki, minimal enam syarat. Pertama,

harus tokoh yang betul-betul memahami dasar filosofi negara. Kedua,

memiliki visi jauh ke depan yang mampu membawa bangsa besau uni
dalam percaturan intemnasional abad ke 21. Ketiga, memiliki pengetahuan
umum yang cukup komprehensif sehingga tahu arti globalisasi. Keempat,

‘bisa mendudukkan Indonesia pada dinamika masa depan yang sangat
intens’
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Penggunaan kalimat harus tokoh yang betul-betul memahami dasar
Jilosoft negara ditekankan pada kualitas ketokohan yang sifatnya abstrak, karena
menunjuk kepada siapa. Kalau hal tersebut ditujukan kepada dirinya sendiri
(Amien Rais) dengan menycbut dirinya sebagai tokoh memang menjadi wajar
dalam konstelasi perebutan kekuasaan. Tetapi kalau hal itu menunjuk pada
kemampuan kualitas yang abstrak, maka pernyataan itu dapat terjebak pada
Fallacy of Misplaced Concretness, yaitu kesalahan berpikir yang
mengkongkretkan sesuatu yang hakikatnya abstrak. Siapa yang ditunjuk dengan
kalimat tokoh yang betul-betul jelas sangat sulit untuk ditunjukkan, kecuali kalau
Amien Rais secara implisit berkeinginan mengarahkan masyarakat tentang
kualitas abstrak tersebut kepada dirinya sendiri, apalagi ia juga merupakan salah
satu dari calon presiden.

Pernyataan Amien Rais untuk mengajukan syarat yang lebih berhubungan
dengan keadaan dirinya tampak jelas ketika sebelumnya (Kompas, 14 Februari
1999) ia membuat sebuah pernyataan yang menyarankan Habibie elegan untuk
tidak bersedia dijadikan calon presiden oleh Partai Golkar:

‘Saya mendukung (Habibie) memberikan keterangan untuk tidak ingin

menjadi presiden lagi. Tetapi lebih dari cukup mengantarkan bangsa ini ke

pemilu yang luber dan jurdil. Namanya akan ditulis dalam sejarah

Indonesia dengan tulisan yang bagus. Akan tetapi kalau ia memang mau

maju lagi, padahal dia adalah kadernya Pak Harto, maka saya khawatir
jangan-jangan rakyat malah tidak akan menerima’

Pernyataan ini jelas tendensius dengan cara memunculkan stereotipe terhadap
Habibie sebagai kadernya Pak Harto.Terminologi kadernya Pak Harto

merupakan stigma yang direproduksi oleh gerakan yang berhasil menurunkan
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rezim Socharto. Realitas ini menjadi tidak ada bedanya ketika rezim Orde Baru -
yang dikritik oleh Amien Rais- juga mereproduksi bahasa yang stigmatig atas
kekuasaan Orde Lama.

Sekedar perbandingan atas situasi tersebut. Sebagaimana diketahui, masa
lalu (Orde Lama) bagi Orde Baru adalah mimpi buruk: krisis ekonomi, gerakan
separatis, huru hara politik dan percobaan kudeta berdarah. Harus diakui bahwa
rezim Orde Baru telah berhasuk menjelmakan dirinya menjadi rezim tafsir dan
bahasa yang membentuk kesadaran kognitif masyarakat untuk ‘membenci’ Orde
Lama. Lihat misalnya, pembunuhan massal dalam skala raksasa pada 1965/1966
justru dimanfaatkan oleh rezim Orde Baru untuk menanamkan ke dalam benak
publik scbuah citra bahwa massa Orde Lama adalah periode khaos dan penuh
dengan kekacauan. Barangkali benar kalau Michael van Langenberg (Yudi Latif
dan 1di Subandy Ibrahim, ed., 1996; 229) mengatakan :

Jelaslah, ini berarti Orba telah mengangkangi kenangan atas sejarah penuh

pembunuhan itu sebagai alat utnuk memapankan legitimasinya.

Pembunuhan-pembunuhan itu sendiri tak dipertimbangkan dalam sejarah

resmi versi Orba........ bahwa kekerasan adalah akibat logis dari kekacauan

Orde Baru, dan bukan awal dari yang Baru, Orde Baru sendiri diawali
dengan penataan-ketertiban.

Dalam konteks ini, tampaknya apa yang dikemukakan oleh Amien Rais
menjadi tidak berbeda dengan model reproduksi bahasa yang dilakukan oleh Orde
Baru. Pilihan kata dia (Habibie) adalah kadernya Pak Harto tersebut merupakan
bukti adanya stigma buruk atas segala sesuatu yang berbau Orde Baru. Sedangkan
penggunaan kalimat maka saya khawatir jangan-jangan rakyat malah tidak

menerima seolah menunjukkan suatu keadaan kalau Habibie tetap nekad maju
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maka rakyat akan menolak dan melakukan demonstrasi secara besar-besaran.
Sebab terminologi rakyar itu menunjuk pada kuantitas (jumlah) bukan kualitas.
Kalau rakyat melakukan penolakan maka situasi negara akan menjadi kacau.
Pernyataan yang demikian tidak berbeda dengan apa yang diintrodusir oleh
Michael van Langenberg di atas, bahwa kalau terjadi kekacauan itu sebagai akibat
logis dari kekacauan Orde Baru, bukan disebabkan oleh munculnya keadaan baru
(gerakan reformasi).

Stereotipe yang sama juga pernah dimunculkan dalam pernyataan H.
Mohammad Zein, seorang anggota Panitia Pendaftaran Parpol Departemen
Kehakiman berkaitan dengan terganjalnya keabsahan Partai Rakyat Demokratik
(PRD) scbagai badan hukum yang diumumbkan di Berita RI (BNRI). Terganjainya
keabsahan PRD sebagai badan hukum dikarenakan partai ini masih menggunakan
istilah-istilah yang dipakai oleh Orde Lama.

Secara administratif PRD sudah melengkapi semua persyaratan. Namun

untuk mensahkan di BNRI masih tertunda. Salah satu ganjalan yang

menurut saya adalah masih digunakannya istilah yang dipakai di zaman

Orde Lama, misalnya Demokrasi Sosial, Kerakyatan dan Progresif

Revolusioner, ini terkesan kekiri-kirian......... Padahal zamanya bukan

seperti itu tadi, dan alangkah baiknya kalau memakai asas musyawarah
sesuai Pancasila (Kompas, 24 Februari 1999).

Penggunaan kalimat masilh digunakannya istilah yang dipakai di zaman
Orde Lama memberikan suatu be.ntuk penckanan bahwa istilah tersebut
selayaknya tidak digunakan. Haliini menunjukkan suatu kenyataan betapa nalar
politik sebagaimana yang digunakan rezim Orde Baru masih cukup berpengaruh
pada era reformasi. Artinya, citra buruk Orde Lama kembali dikedepankan untuk

melakukan penolakan atas idertitas sebuah partai, semacam PRD, padahal
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reproduksi bahasa yang demikian telah bgnyak digunakan untuk kepentingan
penguatan kekuasan Orde Baru. Dalam keadaan yang demikian maka tidak heran
apabila mereka yang menyelami praktek politik yang berlangsung dalam sejarah
sosial kita sebagai bangsa, akan memiliki kesan kuat bahwa ‘getaran-getaran
besar nafsu ideologis’ yang dikonstruksikan Orde Baru lewat bahasa tidak
sepenuhnya pudar.

Pilihan kalimat selalu berhubungan dengan keinginan pembuat pernyataan.
Kalimat alangkah baiknya kalau memakai asas musyawarah sesuai Pancasila
berhubungan erat dengan keinginan negara untuk tetap mempengaruhi
masyarakat, khususnya PRD. Intervensi negara melalui bahasa harus diakui
memang sarat dengan kepentingan-kepentingan ideologis negara, melalui alur

logika yang hendak dibangun negafa.
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BAB VI
PENUTUP

A. SIMPULAN

Kg,salahan berpikir dalam berbagai pernyataan tokoh dan pengamat sosial
politik dalam wacana politik nasional merupakan suatu bentuk kekeliruan mereka
dalam memperlakukan masalah sosial. Perbedaan latarbelakang kepentingan
politik dan ideologi telah mempengaruhi mereka dalam memberikan berbagai
argumen tentang persoalan-persoalan sosial politik yang berkembang. Perbedaan
tersebut kemudian ditangkap oleh media massa (pers) yang berkepentingan untuk
menampilkannya sebagai berita yang layak untuk ditampilkan di hadapan publik.
Tidak heran apabila dalam sebuah kasus yang sama, setiap media membuat
pilihan framing yang berbeda, tergantung pada pilihan sikap politik dan ideologis
yang dianutnya.

Framing yang digunakan Kompz;s .misalnya, akan tampak berbeda dengan
yang dipilih oleh Republika. Hal ini dikarenakan adanya paradigma ideologis
yang berbeda yang mempengaruhi kedua media tersebut. Media massa pada era
reformasi ini terdapat indikasi adanya pergulatan antar ideologi yang saling
berkompetisi antar media.

Kesalahan pemikiran dalam memperlakukan masalah sosial di media
massa (dalam konteks ini adalah Harian Kompas) banyak yang disebabkan oleh
pertama, adanya kalimat yang over-generalisation yaitu penggunaan satu dua

kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general/ atau umum atau yang
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kemudian disebut sebagai Fallacy of Dramatic Instance.Kedua, terdapat
pemyataan yang mempunyai kesimpulan bahwa setiap masalah sosial yang
sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang sclalu ada, tidak
bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang. Kcsalahan
berpikir ini dinamakan sebagai Fallacy of Retrospective Determinism. Misalnya,
terjadinya konflik sosial yang banyak melanda di negeri ini dikatakan sebagai
sesuatu yang wajar terjadi, karena membaca sejarah manusia adalah sejarah
konflik. Model kesalahan yang ketiga adalah adanya Post Hoc Ergo Propter Hoc
yaitu anggapan bahwa apabila ada peristiwa yang terjadi dalam urutan temporal,
maka selalu dikatakan bahwa yang pertama adalah sebab dari yang kedua.

Dalam peristiwa konflik sosial di Sambas misalnya, terlihat jelas
terjadinya kesalahan berpikir semacam ini. Kalau diperhatikan, dalam peristiwa
tersebut masyarakat Madura seolah menjadi ‘terdakwa’ dan sclalu dalam posisi
yang salah; misalnya terminologi sebagai pendatang, berbuat seenaknya, selalu
membawa celurit, dan sebagainya Terdapat berbagai pemyataan yang
menyudutkan masyarakat Madura. Tampaknya, dalam terminologi ini, masyarakat
sudah terlanjur menyepakati a;ianya citra buruk atas perilaku masyarakat Madura;
dengan caroknya.

Analisis wacana atas berbagai pemyataan tokoh dan pengamat juga
ditemukan adanya jalinan yang erat antara reproduksi bahasa dengan kepentingan
politik kekuasaan. Reproduksi bahasa terutama dilakukan oleh negara (state)

untuk menciptakan citra buruk atas berbagai gerakan atau kelompok sosial politik
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yang berbeda dengan nalar negara. Bahkan para tokoh politik juga melakukan hal
yang sama, sebagaimana negara, untuk membuat reproduksi wacana terhadap
sesuatu yang berlawanan dengan logika mereka, misainya dengan memberikan
stigma atas Orde Baru atau kadernya Soeharto terhadap orang-orang yang pemah
berada pada kekuasaan rezim Orde Baru.

Realitas memberikan suatu bukti kuat bahwa model-model reproduksi
bahasa selalu digunakan dalam setiap pertarungan politik memperebutkan
kekuasaan, sebagaimana pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru. Meskipun
reproduksi bahasa tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi substansinya tetap sama
berusaha untuk memberikan stereotipe atas lawan politiknya, Bahkan terdapat
pemyataan yang secara implisit bermakna merendahkan lawan politik dan
mengunggulkan dirinya atau kelompoknya dalam pertarungan politik kekuasaan
memperebutkan kursi kepresidenan.

Dengan demikian, pilihan kalimat yang dipergunakan untuk mereproduksi
bahasa dan juga wacana sesungguhnya sarat dengan kepentingan politik dari
masing-masing kekuatan daq tokoh politik. Setiap kalimat mengisyaratkan adanya
kesimpulan yang tersembunyi dari arah dan maksud yang hendak dituju scria
terdapat target yang hendak diraih. Hal ini tampak pada berbagai pemyataan di
sekitar rebutan pengaruh dalam wacana rebutan kursi kepresidenan. Banyak
tokoh yang mudah membuat argumen tentang persyaratan calon presiden untuk

membela kepentingan politiknya, tetapi dengan cara melemahkan kelompok lain.
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B. SARAN-SARAN

1. Dari berbagai bentuk kesalahan berpikir di atas, maka hendaknya perlu
diperhatikan secara kntis maksud-maksud pernyataan yang muncul di
media massa, agar tidak terjebak untuk mudah mengambil kesimpulan
atas setiap pernyataan yang belum tentu kebenarnnya.

2. Perbedaan framing sccara mendasar membuktikan bahwa media massa
tidak independen, oleh karena itu hendaknya masyarakat secara kritis dan
selektif pula dalam menentukan pilihan untuk membacanya.

3. Jangan mudah menganggap benar sctiap pernyataan di sctiap media
massa, karena bisa jadi terjadi bias media massa atau juga terjadi maksud-

maksud tersembunyi dalam sctiap pemyataan.
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Soal Pengunduran Diri HM Soeharto
- Pakar Tata Negara: Sah dan Konstitusional

JAKARTA — Penguinduran din Pre-
siden Socharto dari jabatannya, yang di-
lanjutkan dengan pengangkatan Wanres
Habibie sebagai presiden masih menjadi
perdebatan di antara pakar hukum

Pengunduran din Pak Harto, kemann,
menggunakan Pasal 8 UUD 1945 dan
Ketetapan MPR VIUMPR/1973. *’Dari
sudut pandang hukum tata ncgara kita,
pengunduran disi itu sah dan konstitu-
sional,’’ kata pakar hukum tata negara
Prof Dr Yustil Ihza Mahendra. Pandang-
an senada juga diungkapkan oleh Prof
Dr Sri Soemants.

Socmantn, yang scring menjadi pro-
motor atau penguji utama calon dokior
hukuim tata negara, meailai dua ketentu-
an hukum telah dipenuhi, vakm Pasal ¥

LAPORAN PENELITIAN

UUD 1945 dan Ketetapan VII/MPR/-
1973. *’Dengan pernyataan Pak Harto
berhenti dan jabatannya, maka berdasar-
}an dua ketentuan hukum tersebut, wa-
pres memang otomatis menjadi presiden.™

Pendapat scnada dilontarkan Satya
Arinanio, Sckretaris Bagiun Hukum Tata
Negara FH-UL *Pengunduran diri Soc-
harto dan pengangkatan Habibie sebagai
presiden, sah secara konstitusional,” ujar
Satya. } . :

Pasal 8 UUD 1945: Bilu presiden
mangkar, berhenti atau tidak dapat mela-
kuken kewaiibannya. ia diganti oleh wa-
kil presiden sampai habis inasa waktu-
nya. Sedangkan Pasal ) Ayat (2) TAP
VIVMPRNY73 , Yang dimaksud berha-

langan: te1ap adalah mangkat. berhenti

Fenomena Kesalahan Berpikir ...

wtau tidak dapat melaksanakan kewa-
Jiban dalamn nusa jabaran. Pasal 2 Ayat
(1) Dulam hal presiden berhalangan te-
tup. ia diganti oleh wakil presidzn sam-
paii kebis masa wakiusya.

Dergan merujuk dua ketentean tadi.
Waki! Ketva DPR Syarwan Hannd me-
nyatakan bahwa pengunduran dir Pak
Haqo sah dan kongtitusional. Pendapat
sama cizampaikan Kctwa Umum DPP
PPP lsmail Hasan Metzreum.

Metareum yang Wakil Ketua DPR/-
MPR, pemah inenjabat sebagai Dekan

FH Universitas Tarurmanegara. Jakara. -

Namun Ketua Dewan Pengurus
YLBHI Bambang Widjoyamo kurang

Bersambung ke Him. 4
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scpendapat. Pal 8 UUD 1945, knt.:l Bam-
bang. hanya menjelaskan bahwa wakil presi-
den hanya bia melaksanakan tugas presi-
den hinggza masa jabatannya berakhir. E}
menyebut keputusan Pak Harto sepihak.

Prof Dr Dimyati Hartono juga tidak se-
pendapat. Ia menyatakan bahwa pengun-
duran diri atau penyerahan jabatan iarus
melalui mekanisine Sidang Umum Isti-
mewa. **Ini menyalahi konstitusi.”™

Yusril membenarkan bahwa tindakan Pak
Harto bersifut sepihak, karena tidak imeng-
ajukan permohonan berheati atau diminta

pentanggungjawzban untuk berhenti.
*“Beliau dalam tdi yang diba-

cakan, jelas judul dani apa yang beliau ba-
cakan itu adalah pemyataan pengunduran
din s2bagai Presiden RL"" ujamya, Menu-
nutaya, kalau membuat pemyataan berhen-
i, 1tu tilak perfu menunggu orung yang di-
sampiikan pemyataan ity sctuju atw tidak
setuju.

Mo popilaiun Yusit, Pak Hartobu-
kan imeinobon untuk berhenti a1au memo-
hon untuk incletakkan jabatan. Tapi Pak
Hasto inembyi: suste pemyataan, declare.
«Duhwa denganini saya menyatakan sayi

e,

-,

Republika
LAPORAN PENELITIAN

bethemts. *Jaddi tndah perlu ada penerimaan
atan penolikan auw sidang dart MPR l!nm!:
ini, karena itw adaluh p:myalann Stplh:xl::
dannsady ittt o scptt ok G2 nCgara,
asnya ]
‘C:.:}'.L::\ty.mtg peagiupan sumpah Presiden,
memang akan mengundang perdebatan,
Namun, link Syswvan mavpun Meu.m:um
menakiumi hal ww. Pasaliya, kemana, da-
oy kot Tl wnional. leR sendin, Lada
Syarwan, reagah dnduduks m:\h:msvfa,
**Walau hanys .v:\k'l...k. 1ak boleh ada ke-
. .
'n:.l’:t::\:c;:)cmanui. ketentuan _Pasat 2
Ayat 2UUD 1945 tak dapat :’l{pak:n karena
gedung DPR/MEPR dndu_du':l para maha-
siswa, Olch karena iy, hixa dipergunakan
2 Ayt 3.
m:.:.muz Arinanto kurang sependupat d?.
AZan Socimn ncngenal pEnCrIpan fj\'{.“
3 i, b menyaakan .s'ump:a.t} hami ila-
kukan di gedung DPYMPR Ok xarcna
i alasu (el behun dapat ditcrima,
“Ja;':nys':il sepenlapat dengan $twm:mlri.
|x:ng:;m!vil.m awmpah .;:lmr.m i Ifl:ma Nc:
sara relnh meeniin Letemuan yiang

e Be e et s — .

berlaku. **Karena keadaan yoang saugat men-
desak, sangatemergency, schingsa pengu-
capan suapah Wakil Presiden menjadi Pre-
siden itu. tidak dapat dilakukan di hadagan
DPR,’" ujamya.

Yusdl juga mencgaskan bahwa dunia
mengetahui bahwa gedung DPR scjak Senin
hingaa Rabu malam diduduki oleh para
demonsiran, Akibainya sangat sulit untuk

mengumpulkan angguta dewan untuk me- -

lakukan sidang DPR.

*"Urtuk mencegah terjadinya kevakunman
kekuastan, maka dengen segera dilakukan
penyurapahan Wakil Presiden menjadi Pre-
siden di hadapan Mahkamah Agung sesvai
dengan ketetapan MPR Nomor 7MPR/
1973, di dalam Pasal 2 dan Pasal 4,” tambah
Yusri), Pengambilan sumpzh tadi juga sesuai
dengan UU No 15 Tahun 1985 tentang MA.
“Kutaa, wakil ketun, dan ketua-ketua muda
itu adalah pimpinan MA, dan berhak serta
berwenang untuk mengatasnamakan MA
schagai lembaga,’” vjamya.

Apakah dengan tampilnya Habibic se-
baugai presiden beranti sekaligus penyerahan
mandat? Menunst Soemantn memang ada
dua pendapat mengenai hal itu. Pendapat
penama, dengan dinngkatnya wapees Sc-
bagai presiden berani ia diben nuudb vlch

1
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MPR untuk melaksanakan GBEN.

Dengan demikian, tambchnya, kedudul
an Hahbie bukan hanya selak presiden &
mandataris MPR tapi sekaligus sebag
kepala negara dan panglima tertinggi ABR
**Saya sendin sudah sejok lama menyet
Jui pendapat pertama,** kata Soematri y
juga Rektor Universitas 17 Agustus ini. Pe
dapat kedua, idak otomatis prasiden it
diberikan mancat oleh MPR.

Arinanto menambahkan, untuk pengu-
kuhan Habibic sela%u Presiden ke-3 RI,
perlu digetar ST MPR. SI MPR ini, 2ambah-
nya, untuk meancabut TAP MPR No JV/
1998 dan TAP MPR No V1/1998 tentang
Pengangkatan Sochario sclak Presiden dan

" Habibie selaku Wakil Presiden. *"Kedua

TAP ini harus dicabut,™” katanya.

Selain itu, tambahnya, S| MPR pexu di-
laksanakar untuk meminta pertanggungja-
waben Pek Harto selasna ia menjabat setaku
presiden, misalnya, entang cadangan devisa
negan.

Pak Hasto tetap havus membuat pertang-
gungjawaban, kendat ia sudah menyatakan
berhenti. * Jangan presiden baru yang ha-
rus mempertanggungjawabkannya, ' cetus
Arinanto, _

W bud/damvrisldern

LIstoyono Santoso
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Jakurty, Kompus
Kceputusan Socharto  untulk
burhenli scbaga: Presiden R1
'1998-2003 dan dianykubnya Wo.
_pres B) Halxbie sebagai Prwsi-
den. ditenggaoi pro dur koatea
olch shil hultum s wgwe.
Ahti hukum wia pegara Uriver-
satas Indonesia, Prof Or Harun
Alrasid memandang proses suk-
-stsi i 1stana Merdeka jtu kons-
titusions)  Sedangkan.ahli hu-
kum Universitas  Diponegoro
Prof Or Dimyuti Huriono b
pendapat. langkseh ity mkonsu-
tuzional, -
Sementara Ketua $raksi Kur-
ya Pembangunan (F-KC; DPR

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dan Sisi Hukum Tata Negara
Mundurnya Soeharto Timbulkan Pro-Kontra

Irsjad Sudira, dan Ketua Froks
Persatuan Ponbunguuan (F-PY)
DFR )lacwah Haz sama-sema
wi.organgrapnyT kenstitusional,

Marun Ala<id vang dihubu-
ngy Kompas, Kamis (2175) di
Jokura, wengungkapkan, pe-
tantikan. B} Rabibie schapai
Presiden R1ketiga, sah don tiday
melangsor konstitusi in.sesuai
pasal 8 UUD 145, yuny bovbue
nyi apavila 'rexiden wmangXol,
beriventi, ateu tidol: dapat mala.
kulen kaiwoejibaninys dalam me-
36 jnbatannyr, ia diganti oleit
Wopres sampai habis waktnya,

“Puk Hare Nan awnystakasn
Lurivenu dari jubatannya sebagai

Presiden, dan diikut pengicap
ansumnah jabiatan presiden cleh
BJ Hahibie Ai hadapan Mahka-
mal. Agung. Jtu adalah ssh ber-
dasa pasal £ ULID 1945, Justru
kalou ada yong meminta Pak
Harto Siwngeaodlikan mandat
it tidak uda, kerenu Fdaz Clrur
tam konstitus,” )lasnye |
Sebaliknya Dimyati Hanono
meniiai, pelantikis BJ Habibic
tidak xah dan inkonstitusivsal,
Kurend mergace pada pasal 9
ULD 185 sepesti yang di-
veipkan B3 Habibie sebelum
memangku tugusnya -- s.mpsh
atat janj. Prescden jto harvs di-
ucapkan 0j hadapan MPR ataw

DPR.

Senano menijadi Presiden RI
1998-2003 herdasarkan Tap No
IVIMPRA996, sedang BJ Hahi-
Lie diaughat sebagai Wakil Pre-
siden Rl berdasarkan Tup No
YLMPR/1998. Hingya Sucharw
men;atakan  burkenti sehagai
Pizsiden RI, dun BJ Habibie di-
angkat sehagat Presiden, kedua
Tap MPR itu belum pernah di-
coabul MPR.

Setentara uhl; hukum Tata
Negars lainnya, L Albust Hasi-

. buan yang ditemui tecpisah hee-

harap, masyarakatl menjadikan
pelantikan Habibie sehagsi Pre-
sidon dh {stana Merdeka sebagal

-
.

suslu {azta scjarah. ser
puilu memperscalkan ke
annva. Karena persoal:
masih bisa diperdchatkan
Tap VII/MPR,
Dunyuti Lersikukuan,
ukan B! Hauilie scbags
siden R tduk suh. Karen:
9 UUD 1545 menychutkar
lum memangku jobet
Presiden dan Wapres bers,
menurut egama ozau beric
ngan sungquh-sungguh
Jdapan MFR atocu DPR.V
pun saat Habible mengix

(Bersambung ke him S ke
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sumpahnya  hadic  pinypinan
SIPHSDPR, tetani mereha hukar
MEPR atau DER st semdini. Pim-
pinan MPR/DFR cuma zlat <o
Yengkapan Dewan dan tidskz rmc-
representasikan DPR atan MPR

Ia mengakui, menuny ada
Kefetapen MPR Nomor VIZ
MPR? 1973 teatang Keadaan
Presiden danfatau Wapnes Rl
Rerhalangan. Pada pasal 2 ayat
1 Tup it menysakean, delam
rai Presiden erhulurgos titap.
i digantt oiek Wapres sampci
liabis masa jabatannua. Ayar 2
owenyebutkan, Weprers sebelum
memegang iedetan 1esidon se-
hagaimana cimaksud pede avat
L, Ina=empahr ateu herjonii di
hedepan  DPR. Sclanjutnya
avat 3, herbunyi apaebeia DPR
wnvk, maksud cerschut pede
ayet 2 gesel Bef tad mungxin
wrmoadaken rapat, Wopres se-
belum  wrmegong  jadatan
President bersumpah atau her-
Janjyi di hadapan MA.

Dimyati pun nenuturkin.
Suzharto bolch-twlch  saja
mengundurkan  din atav

berhenti sevaktu-wakw, Na-
imun i barus menpermnalikan
letih dulu mandst yang dotesi
manya dari MI'R, karena diaug-
kit aleh MPR Ini dikukuhkan
denpan Ketets;xan MPR nenge-
nal  Pengangkatan :residen.
vang sampai hari in helum per-
nah dicubn:t,

"Kalau alasar. penvwnpatian
Hahible itu. karena DI'R tidak
oangzin  bersidang, ;. juga
iidak sepernduys betar Sen
lipur Gedung MPRDI i -
dudulzi mabasiswa, tetegn b oin -
a0 e oo Lo saji terloa st
Rubb o, sidinme Devean at vang

LAPORAN PENELITIAN *lttet? . vesabiion iame " navnennic
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(SQnﬂumr.nn rinei haliwnan 1)

Menuzut Dunyats, Istare Mer
deka bukanlah geduny wwakit
makyst Bila han Xan:is (2143
lalu DPR tuk mungkin bersi
dang, namun

Sceharto Ingir cepat berhentt
sebagai Presiden, cukup menya-
wkannya dan  meayerabaan
trngzung jawab kepada Wapres.
Peluntikan Wapres jedi pejabat
Presiden bisa dilakukan pady
waxtu berikutaya, kalau situan
sudsh memungkiniar..

“Ini *kan tak skan menirobul -
kan kevakuman kekuasaan. Te-
tapi yang harus diingat, Pre-
siden yang bara disngkat oleh
MPR. Bukar discralm mandat
begitu saja oleh Presiden yang
lama,” imbuh Dimyat lagi.

Dijelaskan, tindakan Soe
harto berhent: dan segera me-
nyerahkan  t.anggung  jawsb
kepada Hala®te merupakan pe-
Jevehan terkadap DPR. Padahal,
sampat ssat inl DPR masih tetap
berdini maupun  menjadiinkan
fungsinya. Bahian, aksi maha-
siswa prorcformasi  mengarah
pada upaya embenluyakan
iembaga legistatf itu.

“Dengan kebijakan itu. Pak
Harto wlath muenurunkin bkreddi-
bilitas DPR. Kalac DPR mneneri-
ma begitu saja langkah ini. itu
bermti Dewan  menurunkan
harge diringy  ba jugs akan
menjadi tradisi tata negam vang
ivemang haik Apalag cenpan di-
takukan di Istana Merdeka, aca-
ra itu takkan tercatot dalam se-
farah kedaniman ruiyat vang
diwukili MPR/DPR.” teasnyas.

1idauk disebut

Soul adanes kew oz s

Kiangg  flea lattes, ozt Haovn
Alrasid, gsamas seiaii Lidak dhse.
but dan disun dalam USID
1945, “dandi aps yang dilsrubic
Soeharto adalah sub dan scsua
dengan pasal & 1TUD 1945.°
urainyu.

Ilarcn menular, selama o
‘olabh teriadi s2lab kaproh me-

npenai Btitoh Mundowris MPR

vang sudah berjaian sejak Prci
Supoma ini harus diluruskan
Sise) istitoh mundataris Udae
dikenai dalam UUD 194>, tetap:
malah Cdijadikan pegangan 41
MPR. Lihst zaj zanin di mani
MPRS enberikan barbaga
gelar kepada Sockamo. Jstilah
inl yang xemudian menjads po-
gangan sampai sast uu.” papar
Harun.

Dijelaskannya, ads tiga knite-
cia pasal 8 UUD 1945 yzng
mengatur tidak berfunygsinva
lemrbaga Lh<opresidenan di mana
kemudian wakil presid«n ak2n
natk menjadi preziden. Pettuana,
jika presiden mangkat, wafat
atzn meningeal dunia Kedua,
jika presiden bechent:, dun kels
fia presiden tidak dapat melaku-
kan kewajibannya. Selain keti-
ga kriteria itu, ada sat kriwria
tagi yang diatur dalam Tap
VILAMPR/1973. Di siw duawur
adatssa  mekunisme  pertanp-
gungiawaban dan presiden jika
tidzk melaksanakan amanat
UGD 1945 dun GBHR

Jadi, menurut Harun, sval
pentanggungjawaban vang di-
minkan kepada  Socharo
menyads Hduk tepat Lo eme-
mang Lcak dwtur dalam LUL
HHA “Ini karena Sockane sebsi:-
g vresiden stanmililicaen keduos,
vaitu derlients sebingatiana .-
atuy passl 8.UTD 1915.° weap
fhaen

e i mangdghomeie Kbsalahan Blepikised p= e jnita,

wennsgewalien  savtts hekra
yang dapat d.nvnbehag S

hatto .elama menjabat sehzgan
arosiden, aabhaguzu ankumitats
negara im mehhal suiit dirvad-,
isir "Saat ini Sockartc sudah

menjadi rakyat biasa. Tanggung-’

;awaly Soeluartn sudab diambhil
elih oleh Habib:e,” kata Harun,

1a beranggapan, tindakan
pribadi tidak dapat dicompm”
radukkandengan tindakan ju-
batsn. “Jiks tindzkan jabatan
tak dapat dimintakan gpei-
tangpungjawaban. Kajau Son-
harto melukukan tindizan
gribadi vang melangear bu
kum di wilayan inij, biru ia
bisa dimintai tangguag -
wah,” ujunya.

Harni libur-

Retea F-PP Hamzah Haz me-

nyatakan, pecistiwa penyerahan
jabaan Presiden kepada Wakil |

Presiden “herdasar pasal R

UUD4S jtu terjad: begitu vesat

dan dilakukan: pada han libur
Ia mengingatkan ketentuar: pa-
sl 2 Tup MPR N Vi
RPRAYTS. ’
Rumusan pasal tersebut pada
avat (1), Dalam hal Presiien
berhalangan tetap, maks: @ de

ganti oleh Wakil Presiden sar- .

pai habis mesa jodatanm Avat

{2). waka! Premides sebelan: mo-*

megang jebatan Presiden sebz-
arimarea dimelesud pasacrat {15
pase! ini, versumgne. 2wy ber-

janjt o hadepaw Deivan Per. *

wakilon Rakyat Avat (3 Apa- ||

biln Dewwrn Premeakilnn Ril:yct
cntuk madosud tersebut pada
ayut (2) pasal iné tidak mungkon
taengaalcan rapas, maky Wakil
Eresiden sebelu: momeycny Ju-
baran Fresiden bersumpch crev
bieviapid ofi hedopan Makkame)
Seprangy, ow flea/ne)

LIstoyono Santoso
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SOEHARTO AMBIL
PUTUSAN SEPIHAK

KITA sulit menduga bugaimana isi hati dun pequsaan Pak Haito
sat-suot terakhir skan meletskkan Jabatan yang dipegangnya
cluma 32 tahun, Kumis pags pukul 09.08 kemerin, Yang bisakitu
hat, pria berusia 77 tahun iiu wetep berdiri tegak, dengun suarz
‘ang jelas dan beriramia datar, meagumumkan sendici pernyataan
rerhent dan jabatannya, R

Menurut Prof Dr Yusril thza Mahendra yung di hari-hari bela
kangut ini sering kelvar musuk Istana, pemyataun Puk Hano
berhenti duri jubutan presiden it merupuksn kepulusan sepihak,
suh, konstitusional, korena itu tiduk memerlukan perselujuaan
fari siapa pun termausuk DPR. Pak Harto menyutukan bechenty,
‘uksn memohon berhenti, katanya,

Pak Harto pun teisenyum ketika inenyalami pengguntinya BJ

tabibie. Jugu ketika menyalami para ketiza Mahkamah Agung
reng menyaksikan pembacaan sumpah jabatai presiden basu itu.
Yk Hwto Jantas inengangkat langan ke arah wartawan, Pak

Aarto dun putri sulungnya Ny Siti* Hardiyanti Rukmana juga
tersenyum ketika akan naik mebil pribadi. meninggatkan {stuns
Negara menju kedimman Julan Cendana,

Tapi tidak tersenyum hagi yang menyaksikan detik-cebk dibacs-
kannya pernyutaan berchenti itu, balk yuny menonon Jewat TV
naupun yang melihumya lungsung di [stana Negara. Baik hagi
yang selama ini dekut dengunnys maupun yang selama ini tidak
dekatdenganaya, Uatuk sesaal semindtitu, senwanya diam denpan

o . (Berywadung te holuran S kolowm )
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PerasaAnnya masing-masing.

B) Habibic yang menggantiken-

nya dengan proses pengongkaian

* yang simple dan na tak

i bisa menyembuoyikin kfl“?a-
ngannya. Nanun saal menaucap-
kan sumgah jabatan. dia berhasil

* menata nafas dan irama suzranya.
Para Kersa Mohkamah Agung
vang disalami P2x Harto <cusai
pengambilan sumpah jabatin
Presiden banu itu juga kelibata,,
tegang dan haru.

Keputusan Pak Harto bethenti
dari jabatan presiden itu memang
tcrasa amat cepat. Dua hari sebe-

- lumnya, setelah bcm:n.\u dengan
scmbilan tokoh masyafakat, dia
masih herpendizrian akan terus
memegang jabatan presiden dan
mesmimpin reformasi yang ditun-
wt masyarakat. Dia masih ber-
pendirian tidak melctakkan jaba-
tan, lapi “"hanya’* akan mereshu!-
fic kabinet, dan membentuk Ko-
mite Reformasi.

Rabu, schari scbelum melatak-
kan jabaian. pemerintahan Pres
iden Socharto masih mengumum-
kan bahwa Kainis ketnatin nama-
nama anggota Komite Relormasi
akan diumumkan,

Merdeka

LAPORAN PENELITIAN
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Jtu berans, keputusau untuk ber
lienti dari jahatan presiden
“*dipruses’’ amat cepat hanya b
berapp jam saja. Tepatnya pada

“sekitut Rab sore hingga malam

harinya. Fada saat itu, di gedung
DPR/MPR Senayan ratusan 1ibu
messa scbagian besac mahasiswa
berkumpnl dan terus nenuntut
seformasi diiakukan sscepotnya.
Paza pimpinan ihan angota acve-
an jugs mengambil sikap yany
sama,

Kitabelumtahy, bagainana per-
sisnya keputusan beshenti itu ch-
ambil. Apakah karcna scjumtah
orang meclakukan desokan lang-
sung di hadapan Pak Hano, stao
Pak Hartv sendiri Yang mengam-
bil prakiarsa sctelah dengan cer-
matmengikuti perkembangar, ter-
akhir.

Kitajugabclumtahubagaimana
persisnya proses keputusan lang-
sung menjadikan Habibie sebagai
pengeanti Pak Hano iw herlang-
sung. Kita tentu tidak memper-
masalahkan legalitas naiknya
Wapres incnjudi Presiden karena
memang s konstitusi yang me-
nyatur h

Yang kita tidak 1ohu alah. apa-

kahpengangkatanlangsung Hubi.
bie itu diputuskaw setelah men-
dengar pertimbangan dewan dan
lembaga sestakomponeniainvang
memiliki kredibilitas baik, yang
dikemudian hari bisa dihatapkan
memberikandukungan pada pres
1den vang baru iw,

Jikz disiniak dari penjelasan
yaugdissapaikan Pak Harto pada
834t menyatakan herhenti kepu.
tuscnlangsung incngangkat Habi.
bi¢ itu 1ampak lebih didomirasi
okeh prakarsa Pak Harto sendiri
sctelah melewati proses pertim-
bangan yang masak dan pelik.

Siops pua yang membesi masu-
kan atau desakan ketika proses
pengambil keputusanitu beslang -
suiig, lanpaknya kendali tctap di
wangan Pak Harto, Ini terecrmin
dari keputusan polivk yang otom
Alis meayenai pemyataanberhenti
ilu. Yekni tasnpilnya Habibie
menjadi Presiden yang selama ini
juga dikenal scbagai orang erde-
katPak larto,dankemudianlang-
suny adunya jaminan dasi Pang)i-
ma ABRY tcrthadap keselamaian
¢an ichormatan neiaukan Presiden
mandataric MPR, tcrmesck Pak
Hunto dan keluarganya

Fenomena Kesalahan Berpikir ...
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Keputusan yang dhambil feak
Haorto terscbut dan sisi hukum
ketatancgaraan dinilai banyzk pi-
hak iclah memenuhi syarat legal-
itas dan farmalias konstitusi,
khususnya pasal 8 UUD *45, Bet-
bagai kalangan juga menyambut
buik dan merasa lega dengan tu-
un tahtanya Pak Hano,

Namwn, adi sisi 1ain yang olch
sehagian haiangun dinilai memer-
lukan pencersnatan khusus. Yak-
n), pola perguntian langsung ke
Habibie wtadi. Sckal lagi, bukan
karena pengganticn itu tidak me-
menuhi syarat koastitusional, tapi
wa realitas politk masyarakar
varg nemperdebatkan pola per-
gantian itu.: Pengamat politik
Machiar Pubounggi. misalnya
menilai bahwa yang terjadi ke-
marin ity adalal pergaatian figue
kepenimpinan nasional, tapi be-
lum menunjukkan pergantion 1e-
zimnys. :

AmienRais, snlalisatutokolisim-
bol gevakan refoemasi pun men-
vamhut baik poinyatuan bechenti
Pak Haite. Narmun demikian, dia
juga tdak hisa sceara serta nen
langsung mendukung kepemimpi-
nan abibic. Aaien neaungen

(Sambungan dari Ralawaa 1)

sampai Habibie menunjukkanbuk-
ti berupa sikap dan kebijaksanaan
menjalankan reformasi sesuaiden-
gan kehendak rakyat. Produk jan.
gka yang diharapkan scg-
enicrtibatialahterbentuknyakab-
joet yang Wrpsreaya dan bersih
dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nep-
otisme), scna tersclenpgaranya
pemilu yang benar-benar berlang-
sung demokratis dalam waktu
cnambulan sampai satutahunmen-
datang.

Ketea Fraksi terbesar DPR
(FKP) Irsyusd Sudiro juga inenga-
takan bahwa realitas poliiik d:
masyarakal harus tetag dipechati-
kan berkaitan dengan pergatian
Presiden duri P2k Harto ke Hahi-
bie. Karena itu, pikaknya akan
1crus memantau perkembangan,
dan membuka pcluung-peluang
bara unuk menyempurnakan
keputusan politik yang sudgh tcr-
jadi sekarang im. Alernatifnya,
bisa selesai seperti sckarang, bisa
jugz ada kemungiina: menges.
lar Sidang Istimewa MPR yony
akanditenukanolehimeraksi ticl
politik yang berkcmbang. hulah
yang harus diperhiturgkan Habi-
bie. (Tim Merdeka'MG)
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Amien Rais tak Setuju
Ancaman Barisan Nasional

Jakarta, Kompas

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ama-

nat Nasional {CPP PaN)

Amier Rais raenyatakan ti-

dak setuju cara-cara inlonstitusional, seperti gerakan
massa vang didukung Barisan Nasional, untuk meng-
gulingkan pemerintah yang sah.

“Saya mongecam ancaman Ba-
risan Nasional:'vang memberi
waktu 40 hani untuk menggu-
lingkun pemerintahan yang sah.”
kata Amien Raisdalam tablig ak-
bar Pemuda Muhammadiyah di
Jakanta, Minggu (4/10).

Amien jusiru  memperta-
nyakan tokoh-tokoh yang ada di
dalam Barisan Nasional. "Saya
sebapai anak bangsa melihut,
bapak-bapak di Barisan Nasio-
nal ketika reformas: sedang c1-
gulirkan tak kelihatan batang
Indungnya. Tiba-tibs mercka
menjudi reformis untuk men-
j2tuhkan pemerintahan Habi-
Lie,” katanya

Amien mengatakan,  kepe-
mimpinan Habib:e hanya bersi-
Y3t sementaa sampai  pelak.
canaan Peirila 2499: vane akan

LAPORAN PENELITIAN

menghusilkan pemerintahan
yang ssh, sehingya tidok perlu
mclakukun  tindakan  makae
yang jelas-jelas inkonstitusiona).

Ditegaskan, gerakar masxa
vang dipakai untuk menggu-
lingkan pemerintahan yang sah
akan mengundang anarkisme,
karena ada kelompok Jain yang
siap menghadapi mercka.

Agar jadi panutan

Sementara Lembaga Penegak
Kebenaran dan Keadilan (LP-
KK), - dalom  p2myataannys
vang dikirimkan ke Kompas ke-
marin, menyatakan menyesal-
kan wukungan sementara tokah
BN, yang notabene piara mantan
pervara inggi dan pejabat ting-
g1 pevenintal| yang mendukunp
egiztan inkonsutumonal untek

menjatuhkan panerintah,

"Para muntan perwira tngai
dan pejabat tersebus nvata-nya-
13 telah melanggar sumpah pra-
jurit dan kehidupan bernrgara
vang Dbardasarkan konsttusi,
sertu  sebuliknya mendorong
munculnya petrbuatan makar
dan anarkis yang bertentangan
dengan hukum dan  sangat
riembahayakan regara,” katz
L.PKK, dalam pernyataan vang
ditandatangani Ketua LPKK
Laksda TNI (Purn) Adang Sya-
(oat {(mantan Panglima Koman-
do Lintas Laut Militer) dun
Sekretaris Usep Fathudin

Sectiap warga negara, demikian
LPKK. terutama mantan pejabat
dan perwira tinggi, scpatulnya
menjadi contoh bagi hidup yang
demokratis, luleran, dan tidak
memzksakan kehendak

LPKK mendesak  panpinan
ABRI tidak ragu ragu mengaim-
bil tindukan keras menghadapi
gerakan makar sesua: demgin
hukum vang berlakyu Menut
LPEX. geiakan vang sengaja
merencanakan menpatehkan por

Fenomena Kesalahan Berpikir ...

merintahan yang sah adalah ge-
rakan makar, bertentangan de-
ngan hukum dan semangat refor-
masi. Karenanya harus dilawan
olch semua kekuatan bzngsa.
Sedang Partai Kesatuan Umat
Indonesia (PKUI) yang dipimpin
Zakiruddin Jamin menyatakan
siap mengerahkan massa untuk
menghadang aksi yang didukung
BN "Mereka (BN) itu tak lebih
dari barisan sakit hati,” kata
Zakiruddin, secperti  dikutip
Antara, dalam rapat khusus
membahas rencana BN tersebut. -
Dikatakan, hukum harus di-
tegakkan dan tidak bisa sese-
orang atsu kelompok mana pun

.melakukan aksi yang melanggar

ketentuan hukum. "Kami inj
mendukung kepemimpinan Ha-
bitwe. Kalaupun pemerintah sa-
at in' belum mampu mengatasi
krisis, itu wajar, karena baru
begalan Leberapa bulan. Pak
Harto, saat swal memimpin
dshuiu menggantikan Pak Kur-
a0 bertahun-tuhun tak menda-
out bunmuan luar negen.” xata-
ma ArUviK)

LIstoyono Santoso



Jangan Diartikan

Lkzru. Senin, Merdeka
[*Menentang kebijukan Presiden BJ Habi-
¢ jangan lalu dianikan makar, kecuali ka-
L yang ditentang itu ideologi negara, dasar
swara atau bentuk negara. Jadi. jangan
e1ganspap perbedaan pendapat itu
t‘a'.:ar." Demikian penegasan salah scor-
¢ tokuh Bunisan Nasional (Bumas) Letien
Furmn) Bainbang Taantoro kepada Merdeka
i tukania, 1adi malam.
** €alau itu cara berpikimya ya tidak ada
20.i5i dong namanya. Saya ngeak ngeni
ok twhuli-tokon Bansan Nasivnal tiba-tiba
L.iuc uh aban acngershban mas<a. Miasse-
y2 vapa? Baisan Nosional kan hanys ger.
moral, kita ilu hanya cksponen-ck.
[v«cn yang tak punya massa, jadi mana
ungkin melakukan makar?** tegasnya.
*Jadi Barisan Nasional itutidak akan makai,
karena tiduk punya massa **
- Dijelaskan, penemuan di Bandung. Jumat
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Taju adalah rapat koordinasi para mzhasiswa
se-Jawa dan kebetulan di forum iy hadir
tokch-tokoh Barisan Nasional. Kalau seka-
rang ada anggapan bakal ada massa yang
digcrakkan Barisan Nasional, itu udak ma-
suk akal. fru tuduhan yang berlebihan.

Meajawab pertanyaan. Bambang malah
balik bertanya, apakah para maheasiswa mau
disuruh-suruh orang-orang (ua? Bambang
juga tidak tahu apakah isu Barisan Nasional
akan kumpulkan massa untuk makur se-
hagai upaya yang sengaja dilempar untuk
mematahkan gerakan mencntane kebijak-
sanzzn Fresiden B Habibie?

**Sava tegaskan 12 2i, smaku wtu hanya ke-
pada negara, bukan kepada pemenntish. Saya
nggek ngeeti Menkeh Muladi “menckan’
mahasiswa dengan pasal-pasal KUHP.™
vjarnya.

Ditanya tentang ajakan Amied Rais untuk
bertemu dengan Barisan Nasional. Bam-

bang mengatakan ity usulan yang bagus.
Dia mengantikan, pemnyataan tersebut se-
bagai ajakan untuk fekonsiliasi nasiuvnal
dalam raagka menyatukan pendapat.
**Kalau Amicnm: u rckonliasi. mengapa
tiduk? Masalahnya' i:tpa yang memprakar-

“52i? Kalau Amien n-aunya begitu, ¥a silah.

kan undang. Mari herdiskust dan beedia-
lug.” katanya.
Meojurus Anarkhi
Schelumaya tokob teformesi Amien Rais
mengingatkan agas :a a jenderul yang bera-
da di Barisan Nasi-nid jangan melakukan
langkah-langkah makas dengan caramenge-
rahkan massa untuk enjatuhkan Presiden
Habibic. Amicn yakia jica Barisan Nasional
agotor, maka kelompok bangsa l2in yang
jumizhnya besar ukan mengerahkan mas-
sanya juga.
“Kalau dua kekuatan ini berhadap-hada
pan, ientv akan menjurus kepada anarkhi.

Fenomena Kesalahan Berpikir ...

lakar”

Akhimya bangsa ini akan kolaps.” katanya
di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui. Barisan Nasional me-
nyatzkan dukungan kepada gerakan massa
vang meminta agar Presiden Hebibicmenye -
rahkan kekuasaannys kepadarakyst Haliwe
tereetus dalam peniemuan Powensi Gerakan
Reformasi se-Jawa di Bandung. Pescrta per-
temuan sepakat menggalang eksi massa se-
lama 40 hari. Aksi rencanaaya dimalai hari
ini (5/10). .

Sementana itv, adi malam di Kantor Ba-
risan Nasional diadakan rapat terwtup yang
dihadin selurub pengurus Basisan Nasional.
Acaranya khusus membicanakan sinyalemen
orang 3tau kelnmpok lain yang mengatakan
sutemea Banisan Nasional menjurus makar.
Hadir di sini Kemal [dris. Rachmat Witoelar,
Prof Dr Dimyatj Harune, Syziful Sulua,
Arie Sudewo. Roch Basuki dan lain-lain.

{Bersambung ke hakuman § Lolom {)
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Sekjen Barisan Nasional Rac-
mat Witoelar menyatakan bahwa
rapat pengurus Barisan Nasional
kali ini memang dikhususkan un-
tuk mengkaji masalah statemen
Barisan Nasional yang oleh se-
mentara pihak ditafsirkan sebagai
dukungan bagi sebuah gerakan
anarkhi. .

“Kami merasa perlu melurus-
kan duduk persoalan yang sebe-
namya Agar Amien Rais atau

pihak-pihak lainnya tidak salal’

paham. Barisan Nasional sama
sekali menolak makar dan tidak
suka anarkhi,” tegasnya.
Menurutnya. pertemuan di
Bandung yang dihadiri Kemal
Idris i bukan pertemuan yang
diselenggarakan Barisan Nasion-
al. Dalam peniemuan itu, Kemal
Idns tidak menandatangani mak-
lumat apapun apalagi yang berisi
dukungan tagi scbuah gerakan
makar. **Periu pula dikctahui bah-
wa alam pikiran Pak Kemal udak
anarkhis,” wamya.
. Ditanya mpakah sikap Bansan
Nasional im lahir karens sdanya
ancaman M ieror dari pihak atau
}‘f"""lmk lan, Rackmat menva.
ik ada vane mcmal.:\:.

LAPORAN PENELITIAN

2iau menteror Barisin Masional.
“Apa yang dikatakan ini sesuai
dengan apa yang terja-ii cebenar-
nya. Barisan Nasional 1d2k men-
dukung aksi gerakan miassa yang
menjurus makar,” tegasnya,
Awvt-uwutan

Sclanjutnya menunit Amiecn
Rais, yang kini menjadi Ketua
Umum Panai Amanat ! ‘asional
(PAN)ini,apayangdiingi 1l anolch
Barisan Nasional cukupjelas. Mere.
ka ingin negara kita yang sudah
awut-awutan ini tambah sem awut
dengan mengandalkan kek 1atan
massa.

Amien juga mengkhawatirkan
Jika nafsu yang sangat besar un-
tuk mengerahkan massa demi tu-
juan politik tertentu inj dibiarkan,
maka nasib bangsa kita ke depan
sudah bisa ditebak. “Kita akan
sgperti Yugoslavia,” tegasnya.

Scbelum nasi itu menjadi bubur,
lanjut Amien, dirinya merdsa
berkewajiban untuk mengingat-
kan Barisan Nasional. Dikatakan,
jangan sekali-kali mengancam
denpan aksi mass<a karena hal itu
akan mendorong pihak-pihak
vang haus kekuasaun berpikir un.
ik menggunakanaksi massajuga

------

Sebagai anak bangsa yang sudah
sekian lama mendorong reforma-
si agar terus besgulir, dia menilai
bahwa kehadiran para jenderal
yang tergabuny:-dalam Barisan
Nasional agak terlambat. Diang-
gapnya, mercka muncul bagai

‘pahlawan kesiangan.

*Sckarang mau macam-macam
scolah-olah mereka itu wakil-wa-
kil rakyat Padahal ketika refor-
masi sedang hangat-hangatnya
mereka malah tak pemah keliha-
tan batang hidungnya.” katanya.

Scbenamya, kata Amien, diri-
nya juga berprinsip bahwa peme-
rintahan Habibie ini adalah sam-
bungan dari rezim Socharto.
“Habibie adalah sambungan dari
rezim Socharto. Itu jelas. Tetapi
kita juga harus sadari bahwa
inilah yang kita miliki sckarang,”
ujarnya.

Amien juga menyatakan se-
pendapat jika masa tugas Habibie
dibatasi untuk sementara saja,
yaitu sampai 2emilu meadatang.
Target dan tugas utama Habibic
adalah berjuang sckuat-kvatnya
mengendalikan harga sembako
sambil menangkapt koruptor-ko-
ruptar kelas kakap yang telah
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... (Sambungan dari halaman 1)

mengakibatkan krisis, termasuk
koruptor yang telah menjungkir-
balikkan harga. “Misalnya, ko-
ruptor beras seperti Kepala Dolog
Jaya atau koruptor lain yang luar
biasa jahatnya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Amicn
kembali mengajak keps=da para
jendzral yang tergaoung dalam
Barisan Nasional uatuk benternu
muka guna membicarakan lang-
kah-langkah apa yang sebaiknya
diambil. “Man kita bertemu. Ter-
serah, apa mau sareschan atau re-

konsiliasi nasional. Kalau ada re-;
konsiliasi nasional, sayaakanikut -

bergabung dengan wlus,” vjar-
nya.(HPS/BY)

Merdeka, 5 Oktober 1948

LIstoyono Santoso
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Relokasi Penduduk, Salah Satu
Cara Tuntaskan Konflik Ambon

Jakarta, Komnas
Kepala : Staf Umum
(Kasum) TNI Letjen Suaidl
Marasabessy mengusulkan
untuk meredam Jan menye-
lesaikan konflik yang sela-
ma inl terjadi di Ambon dan
" sekitarnya, sebajknyd di-
lakulkan ‘relokasi peiiduduk
df Ambon menjadi dua ke-
lompok besar. Berdasarkan
keadaan geografis Ambon
yang terdiri da:1 dua jazirah,
relokast int dimungkinkan
untuk memisahkan kedua
. kelompok yung bertikal.
* "Bila dalum <¢nam bulan
atau satu lahun .nendatang
_ konflik ini tidak dapat disa-
lesaikar., kelompok pendu-
duk Musliic capat saja men-
diami jazirah Leihitu, se-
mentara: kclompok Kristen
di .jazirah Laitimur,” ujar
Marasabess:'- dalam dlalog -
{nterakti¢ Solus; Kerusuhan .
Bernuansa SARA di Maluku
yang dilaksanakan di Jakar-

. ta Selasu (7/12).

Selain Marasabessy, tam-
pll pula Menterl Negara
Hak Asas! Manusia (HAM)
Hasballan M Saad, penelitl

+ Ul Dr Chusnul Mariyah,
. sosiolog’' U1 Thamrin A.mal
* Tomagola.

:-' Menurut Mmasabessy se-
: cara tradisional masyarakat'  konllj

."Ambon |memang terpisah-
: plsahketucli yang telahber-
: ada dl Kota kota, - = :*
! DiteKankan, konflik Am-
. bon dah Kepulauan Maluka -
{ lainnya sendarung semakin ;.
“meluas’ 'dan parah sefak -
* nkh!r Jull Lingga sekarang,

ta, dan luar negeri * kata-
nya.

Melthat  permasalahan
Ambon dan Maluku, Mara-
sabessy menawarkan solusi
berupa pendekatan agama
dan kultural, mengindenti-
fikast permasalahan Ambon
yang sebenamya, menghi-
langkan konfllk kepenting-
an}mempercepat pemberian
bantuan, serta membuka la-
pangan kerja baru. Selain
{tu adalah menerapkan Un-
dang-Undang (UU) Otono-
mi Daerah, dan mengemba-
likah peran raja-raja, serta
merperkuat penegakan
hukum.

*-Mantan Panglima Kodam .
VII Wirdbuana yang mem- .

bawahl. ‘daerah Maluku ini ~

juga mengakui bahwa peran -
intelljen lemah dalam men- .

deteksl terjadinya pertikai-

an di Ambon dan Maluku,

dan hal tersebut dirasakan
dalam pertikalan Ambon.

..'__\Inna;emerg konflik

Sementara itu, Chusnul -
Mariyah mengatakan, sebe- -

narnya konfiik merupakan
hal wajar yang terjadi di ‘te~
rgah-tengah  masyarakat.
Masalahnya sekarang'ada-
1ah bagaimana -

di konfllk yang konstruktit
dengan. mencari akar-per-
masalaharinya; serta.bagal-
mana ; meminimalkan . kon-
'Qik¢jang bermuatan eke--

- PBSAMLY g ot b 00 200 ,:.'.=.

- "Ada™ tlga macam pen~

‘dekatan " untuk " memdam 4

' jika dlhandlngkan -dengan ..konflik. dengan pendekatan
a&:‘pda peﬂ&de:lol“ﬂtqkuasaan, hukum 'dan
Januari

» akhir *3unl»pentlngar\f Sayangﬂya’(isegz -

171999, g{mlknlan di Ambon =

' dan. sea.(tm;ny.‘ .bukan’ lagt:;
! konflik BOI} suku ras; dan
| an‘d ol ghe (SARA),!tes

. tapi 8u dah’ konflik ‘antard-:: ‘P“"kepet'cayaan' d‘a 4 tnd.
tambaha 8y ax’akat‘" tutdm aeHe

) mat, ¢ bgragama,

. dekatan yang sering.dippkat :

eb‘n(thﬁarﬁen]é- .

adalah Jelkuasaan, :sedang- e

s akan pendekntan hulddin su-
‘dah tidsk dapat lagt iienda-

:Marasabessv WU f’""'ﬁ‘DaIam hknsﬂ?"mbon.
+ -+ Menunit dla pada konﬂnodtampaldiya pmdekatan tke-

! Jllid 1.
: sampai'Jur{, masih ada -be-"
T berapa “duérah - emburkasl
+ yang tetap aman, tetapl da-
* 1am konflik Jilid If, awal Ju-
| ni hingga- ‘sekarang. daerah

. yang tadinya’ aman. sepert{-
. daerah Mardika, Poka (foka-

* sl Unlversitas Fattimura), ;
- pertokoan, - dan
! beberapa daerah lainnya .
- men]adl kurang aman. "Ka- -
* lau duly WNI Cina tidak di-
ganggu. ‘kird mereka sudah
eksodus ke Surabaya. Jakar-

.....
H

i ‘4: :

yangfterjadis Januarli} péfitingan belian banyak di-

“1akukan:"Setidalmya; dimu-
lab dengan mengidentifikasi .
sigpa’ yang berkonflik di
sana, lalirmenyaring isu-isu
- yang ada dengan mengada-
kah' kontrol terhadap ru-
mors serta mengert! slapa
»-sesunzguhnya vang menda-
pat kcumu:.gan dari konflik
tersebut,” kata Chusriul,
Setelch itu. diharapkan ada
.kpnsensus -yang disetujiud
bersama’- oleh ‘pihak-pihak
yqﬁg benikal (joe)

S
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(ompl (SSK: personel dari Mabes Polri sucah tiba diio-
<asi kerusuhan Ampallt. Kabupaten Kotawarmgm Ti-
aur (Kalteny) situasi keamanan masih belum normal, -
Bahkan sckerang, 1.000 warga pendatzing terkurung di-
hutan, dan sangar mendambakan evakuasi seccpamya. -
Scdangkan yang sudah dievakuasi baru 600 jiwa.

Pemantauan dan keterangan
Kepala Dusun Ampalit Cornelis
kepada Kompc.s, Sclasa (18/12),
di Ampalit, massn menggunakan
ikat kepala kain warna merah,
makin bertambah. Sedikitnya
10.000 orang menguasal ruas
jalan-Bukit Batu hingga Pundu

melakukan sweeping terhadap:

pengguna jalan tersebut.
Menurut Cornelis, kondisl

1.000 warga yang terkurung itu

memprihatinkan, Mereka tidak

berani keluar bebtas di tempat-

umum. Padahal stok bahan ke-
butuhan hidup makin menipis.

"Saya tidek %erpihak. ter-’

hadap mercka yang terkurung
itu, tetapi scmata-mata rasa ke-
manusiaan azar aparat segera
melakukan evakuasi. Jika ti-
dak, permasalahan di Ampalit
sulit diselesa.kan, ” katanya.

Selama ini, kata Comnelis, ar-
mada yang menangand peng-
ungsian dari Ampalit sangat
terbatus, sehingga proses eva-
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kuasi warge yang terkurung

tersebut menjadi tidak lancer.
Lambatnya evakuasi itu, dikha-

. watirkan n.enyulitkan proses

penyelesaian Foenflik,

"Apalagl sekarang ini massa
dl . Ampalit. sudah banyak
pendatang, schingga perilaku-
nya belum diketahul secara rin-
¢i,” ujamnya.

Pemantauan Kempas dl Pela-
buhan Kerengun Bongilrat, Pa-
langkaraya, sedikitnya tiga ka-

-pal kayu dils! pengungsl asal

Ampalit. . Mereka ~ diangkut
menggunakan tujuh unit truk
dari Ampalit dengan pengawas-
an ketat apa-ct kermanan.

Berlta boheng

Menumt Corneus. sekarang
ini muncul terita yang menye-

. butkan hagil sweeping aparat

képolisian menyita 30 bom me-
lotov- darl “awasan Ampalit.
Pacahal, aparat samasekall ti-
dak menemul bom melotov dari

" mealit. Sekadar tahu. safa, di

Ampalit sebagian besar warga

_di malam hari selalu mengguna-

kan obor dari boto] mengguna-

kan minyak tanah karena belum -

terlayanl aliran listrik.

"Bohong, kalau ada berita pe-
nyitaan bom melotov, apalagi di-
katakan milik Suku Dayak. Bom
melotov jangan disamakan de-
ngan obor yang digunakan ma-
syarakat sehari-hari,” ujarnya.

1okoh Suku Dayak kharisma-
tik Tiel Jelau (saudara kandung
gubernur pertama dan pahlawan
nasional almarhwm Tjil#& Riwut)
kepada Kompas minta scluruh
senjata tajam yang disita petugas
darl moassa di sepanjang Kasong-
an-Pundu, segera dikembalikan
kepnda pemiliknya.

- Masalshnya, kata Tiel, man-
dau (senjata khas Suku Dayak).
tombak, dan sumpit merupakan
senjata yang memiliki artl ter-
sendiri dan merupakan ldenti-
tas Suku Dayak. "Saya sendiri
yang - menyampaikan kepada
Danrem agar senjata yang disi-
ta segera dikembalikan. Kami
‘sepakat kalau senjata disimpan
d! rumah. Kami berharap, upa-
ya yang dilakukan jangan mem-
persulit keadaan,” ujamya.

Suplal bahan pokok

Dislisl laln, Tiel menjelaskan,
per'stiwa kerusuhan itu hendak-
nya segera dituntaskan. Akibat
péristiwa Itu, banyak merugikan
warga Ampalit sendiri maupun
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pa)ht

di ICasongan, ibu kota Kecamat-
an Katingan Hilir (30 kilometer
arah timur Arnpalit).

Kesulitan yang dirasakan, se-
mua toko yang selama ini men-
suplai bahan pokok masih tutup.
Sedangkan untuk pergi ke Pa-
langkaraya, dirasakan sulit se-
lama kondisi masih mencekam.

"Kami warga Kasongan ke-
sulitan mencari sayur.tau ba-
han makanan lainnya. Pemerin-
tah harus mgncari solusi lerbaik
mengenal  penyedivan  bahan
pangan ini,” ujar ‘Hel yang juga
pejuang nendiri Kalieny.

Namun, yang paling penting
dar mendasar, tidak benar hah-
wa kerusuhan di Ampalit meru-
pukan lindakan Suku Dayak une
tuk mengusir pendatang. "Se-
kali lagi, tidal benar kalauw kami
mengusir  pendatang.  Kami
hanya Ingin menegakkan keadil-
ar bahwa tindak kriminal harus
diproses secara hukum." ucap
Tiel dengan nada meninggi.

Suasana mencckam juga di-
alami warga di Kota Palangka-
“taya, ibu kota Provinsi Kalteng.
Ruas jalan protokol dan tempat
umum yang sehari-hari dipa-
dat! warga, kini mulai lengang.
Bahkan di berbagai tempat,
warga mulai bersiskamling
lengkap dengan senjata tajam.

“Paiing tidak akibat kerusuh-
an di Ampalit, suasana Natal di
DPalangharaya tahun ini terasa
kutang maksimal,” ujar Adi-
prin warga Bukit Raya. (nji)

LIstoyono Santoso
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* Ketua Dewangeﬁu}?bén?g ? n.,
ramuh menegaskan, hanya; ! , {luepLd
yangdapat "memécat” t;lirif'i)"'ﬁ‘dg I Jé i “t %&
"Yang berhiak ‘merninta saye: ‘fmmdur Saiah MPR ~_
hasil pemilu nanti. Tunggu saja MPR bersidang, MPR': fal “3
bisa mengajukan_usil, anggota-anggota-
baru,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Sela_
(5/1), usai mengikuti -pidato’ pengantar RAPBN_

Presiden BJ Habxbie

Baramuli menegaskan hal itu panal. Sislem demokrasl"
menanggapi pernyataan ang- . membolehkan hal itu.
gota DPA Prof Dr A Syafii knpnya et
Maarif yang mengatakan, sikap leatakan slknp yang d{am - J‘Dlakui bah“}
AA Bararawli tidak lagi mencer- .bllnyasaaun!adalahc .
minkan sikap negarawan, dan d!pmhnyaw ‘dalem: berj
lebih condong ke Golkt:{ Oleh. %g% x%ar{la%sﬁaya‘é‘!m pd,n
karena {tu, anggota 'DPA ‘yarg!' adfp ieformas
lain sepaka? untuk membicara-.. lamAtidak-wcocok silaka‘x‘gﬁ

(XL . .--. . a,-.l,-n 4-0 R R

A .:-:h .
: @w"iﬁ e

syt

A

D

vseem ome
R ek X L S A T IR
ol ST e

}'i 4 ?
$ bethe i d&iﬁﬁ%@h@:& S':Z‘s:ler\"tidnfc ‘etls plla:DPA diplm-

yangs ja:'ab pelum sernah,

'genuan;Ketud;DPA idl; tengah. -moral :dan- etika, anggota -dan
<an periodembsnbalm"-"l{arena itu * ketua 'DP4 - seharusnya . bebas.
.dti‘akﬁh‘b;camkm“dulu kalau ‘darl: kepentingan politik atau
afe, ; ada,a,ke]adlan\ltu kbhgalmana “kepentingan kelompok tertentu.

secara B rpendapat,
'eebig al‘lemba ga Yaig bettugds:
efiberinnsthat kepadn pms‘i-

pin’oleh ‘§dotang yang juga mes
menga- « ranqknp jabatan: pada: ~pax1.al

Samlm‘& tﬁl ak-ada ,pulitik.’ Sebab, dikhawatlrkan -

latau - . pikitait’ dan ‘ucapannya . tidak -

Ketua "bulkan polemik baru, di tengah
e e e

xsnnla
DPAS yané ~ 808P 015{@ £ “{p" lﬂfg‘ T4 2 obycktif lagi, sehingga menim- -

asih‘ akhm albit?ara- Yoy leatakan. secara hukum ke
_’ km lcbih lan]ut.w"Saya akaj ‘ tatanégetaan, memang belum
,_'ulu dengamkoleg_a-ko- ade  peraturan tentang tidak

bolehnya seorang -ketua .dan
L ““anggota DPA inerangkap jabat-
h tgﬁad! per- an'di parpol. Akan tetapi, secara

kan masalah {tu dalam Sidang : Saya punya hak untuk menen-‘. prosedur dan'tata ¢ camnya. tu- “Untuk menegakkan moralitas

Pleno DPA tanggal .11-14, Ja- tukan‘.‘,baga!mann ‘cara.-.saye\. turAhmad ’m'tosudho.. O

~pejabat tidak semua aturannya

nuari 1999 di Jekarta. . - “i‘berjuang, bukan. orang laln ¢ (Menjawab pertanydan, meski {*haras bersandar pada. hukum

- Menanggapi hal "itu, Bara— ujar,
muli menyatakan,’ siap- untuk; -’B

gkraxnull. IR belum pemah terjadi.dalam seé- - ketatanegaraan. Tetapl, lebih
r‘;hﬂ i"justru memperta jara.h f)PA, apakah ada peluang ‘disandarkan pada etika, sebab

mempertanggungjawabkan | se— nxaka: tar belskang;xpunculo mengganti Ketua DPA sebelu.m. negara ini'dibangun atas lan-

LY RV}

mua perilakunya dalam Sidang trxya. petdeb yﬁi{ym 3m emper-- usal masa baktlnya. Ahmad me- ~dasan etika,” katanya.’

Pleno DPA. Dikatakan; sebagl. ‘soalkan keberadaannya‘-él-a s
Inan Golknr'd bicnrakin dulu "

perjuangkan keberadgan. &oiu 8 bagal Ketua DP lﬁe-‘
kar. "Dan {tu tidak ad{] ua;ap':.ui}‘ m p oalkng .

kader Golkar dia }\amﬂ em,-' 4

dengan posisl: saya’;. ebé al

Ketua DPA. Memerl-mented du Ok-dI~DEA sekaﬂ&tﬁ' etua

pun banyak yang jadi pbl{ﬁuﬁ;‘a' ‘PR,

¥ ‘!gx-;'u [y
endird’Khn jﬂﬁa_ e

- ngatakan,”Blse-saja, tetapi ldta-" "Demi obyektivitas dalam

_,’.7‘_(', vie m'emgerikan masukan kepada
P Y residen, sebalknya mereka
'ﬁd ketxs ﬁonsentrasl sebagal penasihat

- Sementam itu paknr hukum yaog.agung, sesual dengan na.
! tata negara Unlversiias Padja- ma lembaganya. ujar Bagir.
Wﬂnm:dlynﬁ. Jadl sama djm ,.Pmtp;Bagk:MananSH ; (Tim Kompas
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-Waklh’Kepeii‘ '

Jaknrta, l(ompns S e
Gubemnur Lembaga' Keta-
hanan Nasjonal (Lemhannas)
Letjen /TNI Agum .~ Gumelac’.
mengutarakan. .kcberddasan”
Fraksl ABRI di DPR mendatang
tetap akan .berada pada posial -,
netral, Selain tidak akan' mewar -
kil kepentingan politik: ipartai”
atau golongan fnanai pun; kebeh .
adaan fraksi in) akan a'erhper-
juangkan- seluruh. aspiras{ -ma-:
syorakat, negara,dan-bangsa
untuk pembangunan ke.depan’
sesus dengan cita-cliandsional,

-"DPR mendatang “akdn. dist
oleh era multipartal. ABRI seba-,
gal salah satu fraksl'akan" tetap-
menjaga netrautaswa tdak
memihak pada salah satu pirtai,
tetapl .akan. memperjuangkan
kepentingan ‘negara’ di  dalam-
nya,” kata Agum "menjawab
Kompas di scla-sela acara Rapat
Kerja Menteri’ Pertahanan Ke-
amanan/Panglima ABRI (Men-
hankam/Pangab) dengan Komi-
st I DPR, Seclasa (23/2).

Kepada Agum - ditanyakan
mengenai , kursi- ABRl yang
berjumilah 38 buah, yang berarti
ABR! memiliki satu fraksi' di
DPR yang cukup kuat untuk
memperjuangkan kepcntlngan
politiknya sendir.

Menanggapi persoalan terse-
but, Agum mengatakan, dalam
paradigma baru ABRI, masya-
rakat tidak perlu mencurigal po-
sist ABRI dalam menjalankan
fungsi sosial polittknya meski-
pun ada F-ABRI di DPR. "ABRI
sebagal salah satu komponen
soslal pclitik bangsa past] tidak
akan lagi memthak kepada ke-
pentingan partal atau golongan
tertentu sepertl dulu. Yang akan

3
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diperjuangkan F-ABRI di DPR
adalall aspiras! ~masyarakat,
bnngsa. dan riegara yang dlya-
Xinl “ABRI  akdp . membawa
bangn inl ke arah pencapaian
‘cita~citanya. Buksr kepenting-
an polmk paml tenentu." pa-
pnmya W

SR Bukan retonlm

. Sedangknn Menhankam/?a-
ngab Jenderal TNT Wiranto da-
"Jam rapat kerja dengan Komis! !
DPR RI menegaskan, komitmen
netralitas: ABR!l dalam pemily
mendatang bukanlah sekadar
retorika ' /politik. - "Netralltas
ABRI in{ akan dilaksanakan di
laparigan-oleh jajaran ABRI di
tingkat paling atas hingga ting-
kat-terendah:. Netralltas ABRI
ke depan’ tidak dapat ditawar-
tawar lagi,” katanya. -

Menurut Wiranto, komitmen

‘netralitas tersebut sejalan de-

ngan empat paradigma baru
ABRI tentang perannya dalam
menyongsong abad-21. Ne-
tralitas’ ABRI tersebut harus di-
‘pahami secara utuh pemak-
naannya, yaitu scbagai komit-
men kebangsaan. “Bukan kare-
na dipengaruhi oleh siapa pun
dan paradigma Ini scbetulnya
menunjuldcan bahwa ada peng-
akuan dari ABRI tentang kesu-
ahan di masa lalu yang perlu
diperbaiki,” tutumnya.

Wiranto juga mengatokan,
ABR! memposisikan diri bukan
sebngal alat kekuasaan maupun
alat kepentingan politik, dan
mengambil jarak yang sama ser-
ta membangun role sharing yang
seimbang dengan segenap kom-
ponen bangsa dalam pemba-
ngunan nasionnl. (amn/gg)

24 FEBRUARI 1999
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